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apapun. Jika ia terletak ditengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (’) 
2. Vokal 
Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tungggal bahasa Arab 
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4. Tā’ Marbūṭah 
  Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidupatau 
mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah yang transliterasinya adalah [t]. 
Sedangkan tā’ marbūṭahyang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya  
 adalah [h]. 
  Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭahdiikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ 
marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 
5. Syaddah (Tasydid) 
   Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid (  ّ ),dalam transliterasinya ini 
dilambangkandengan perulangan huruf konsonan ganda) yang diberi tanda 
syaddah. Jika huruf ىber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah (  ّ  .(maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah menjadi (i,(ى 
6. Kata Sandang 
  Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال alif 
lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 
seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf 
qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 




dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
7. Hamzah 
   Aturan translasi huruf hamzah menjadi opostrop (’) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia Kata, istilah 
atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,istilah atau kalimat yang sudah 
lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah 
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara 
transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’ān), alhamdulillah, dan 
munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian 
teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 
9. Lafẓ al-Jalālah ( هالل) 
  Kata “Allah” yang didahului partake huruf jarr dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah . Adapun   tā’   marbūṭahdi   akhir   kata   yang   disandarkan   
kepadalafẓ al-Jalālah ditransliterasi dengan huruf [t]. 
10. Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 




tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 
didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 












NAMA   : LU’LUIL MAKNUN 
NIM    : 10200117032 
JUDUL     : PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAN PETANI  
   PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYAH 
 
Penelitian ini berjudul Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Perspektif 
Siyasah Syariah: (1) Bagaimana Bentuk-Bentuk Perlindungan dan Pemberdayaan 
Masyarakat Petani dalam Perspektif Siyasah Syariah, (2) Bagaimana Langkah- 
langkah Pemberdayaan Masyarakat Petani dalam Perspektif Siyasah Syariah, (3) 
Bagaimana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Perspektif Siyasah 
Syariah. 
Jenis Penelitian yang digunakan ialah penelitian library research atau 
penelitian kepustakaan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah teologis 
syar’i yang menggunakan pendekatan Al-Qur’an dan Hadis. 
Hasil dari penelitian ini ialah menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam 
pelaksanaan pemberdayaan petani sebagai regulator, fasilitator, dan katalisator. 
Bentuk perlindungan petani seperti pembentukan kelompok tani (Gapoktan) di 
dipedesaan untuk memudahkan adanya penyaluran informasi dan pelatihan yang 
tujuannya untuk meningkatkan kemandirian masyarakat. Dalam pemberdayaan 
masyarakat petani dapat dilakukan malalui 5P strategi pemberdayaan yaitu 
pemukiman, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan. 
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani perspektif siyasah syar’iyah ialah 
pemimpin atau pemerintah diminta untuk dapat bertindak adil dan memberikan 
nasihat kepada masyarakatnya serta mewujudkan kemaslahatan yang berkaitan 
dengan dunia maupun agama. 
Implikasi dari penelitian ini ialah dapat mensejahterakan petani dan 
memberikan perlindungan bantuan kepada petani, berupa alat alat pertanian, 
pupuk, bantuan bibit, sarana dan prasarana, pelatihan atau penyuluhan, 







A. Latar Belakang Masalah 
 Indonesia dikenal sebagai negara agraris dan maritim karena kekayaan 
sumber daya alamnya. Selain itu kondisi geogrfis yang strategis dan iklim tropis 
menjadikan kualitas potensi alam lebih unggul dari negara lain. Potensi tersebut 
harus dimanfaatkan untuk memajukan Indonesia terutama pada sektor yang dekat 
dengan sumber daya alam yaitu pertanian. Pertanian memiliki arti penting dalam 
pembangunan perekonomian bangsa Indonesia. Pemerintah telah menetapkan 
pertanian sebagai prioritas utama pembangunan dari masa ke masa. 
Pembangunan pertanian yang dikelola dengan baik dan bijak akan dapat 
meningkatkan pertumbuhan dan sekaligus pemerataan ekonomi secara 
berkelanjutan, mengatasi kemiskinan dan pengangguran yang pada akhirnya 
mensejahterakan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.1 
Sejarah pertanian pada masa Rasulullah SAW adalah bagian dari kemitraan 
bisnis dengan Saibin Syarik di Mekkah. Mereka pada saat itu bertemu di 
Madinah, mengingat kejadian tersebut diperbolehkan oleh Rasulullah saw dalam 
mendukung syirkah dan mudarabah, menunjukkan kesejahteraan umat manusia. 
Ini karena kebetulan ada yang mempunyai modal tapi tidak bisa melaksanakan 
(tanah) atau sebaliknya memiliki kemampuan untuk berbisnis (bekerja) tapi tidak 
 
1https://www.bappenas.go.id/files/1914/4299/8417/Penyusunan_RPJMN_2015-




punya modal (tanah). Oleh karena itu melalui sistem kerjasama ini dimungkinkan 
untuk kedua belah pihak mencapai tujuan dengan bekerja sama pemilik modal 
dan pengelola modal. Artinya dalam tujuan rasulullah bukan berarti dia tidak 
perlu lagi memberikan pendidikan kepada orang-orang tentang cara berbisnis 
untuk memenuhi kebutuhan kehidupan komunitas. Satu bentuk bisnis yang  
Rasulullah telah melihatkemungkinan seseorang untuk memproduksi tanah bagi 
pemilik tanah yang tidak dapat menghasilkan tanah dengan perjanjian bagi hasil. 
Sistem bagi hasil ini dibenarkan oleh Rasulullah  untuk kesejahteraan umat 
manusia2 
Upaya mewujudkan masyarakat asli dan makmur menuntut peran serta 
seluruh umat manusia dalam segala bidang kehidupan,seperti ekonomi, politik, 
hukum dan budaya serta masyarakat. Salah satu cara untuk mencapai 
kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia adalah dengan menggunakan hukum 
sebagai alasannya. Dengan kata lain, hak digunkan untuk mewujudkan keadilan 
dan kesehjateraan, khususnya di bidang pertanian.3 
Kemisikinan di Indonesia merupakan fenomena yang erat kaitannya dengan 
kondisi  sosial-ekonomi di pedesaan pada umumnya dan di sektor pertanian pada 
khususnya. Berdasarkan data BPS Tahun 2019 mencatat  sebanyak 49,41% 
rumah tangga miskin menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Angka ini 
 
       2M.Nejatullah Siddiqi, Partnership and Profit Sharing in Islamic Law, terj. Fakhriyah Mumtihani, 
Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam, Ed. I (Cet. I;Jakarta: Dana Bhakti Yasa, 1996) 
hlm.6 
       3Sri Hajati, Sri winarsi,Agus Sekardmaji, Buku ajar Politik hukum pertanahan, (Surabaya: 




merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan sumber penghasilan lain dari 
rumah tangga miskin lainnya. Rumah tangga miskin terbanyak yang 
menggantungkan hidup dari sektor pertanian  terdapat di desa, yaitu sebesar 
63,73% Sementara yang berada di perkotaan sebesar 26,71%.4 
Permasalahan yang terjadi bagi petani adalah banyaknya program 
pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian selalu  dilakukan oleh pemerintah  
seperti pembentukan kelompok tani, pemberian modal usaha, bantuan bibit 
pertanian dan penyuluhan pertanian. Namun permasalahannya, banyak bantuan 
yang diberikan tidak terkelola dengan baik, misalnya dana yang tidak digunakan 
sebagaimana mestinya. Kemudian sebagai masyarakat tidak menerima bantuan 
dan tidak diperhatikan. Padahal pentingnya sektor pertanian sebagai penunjang 
pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan mengingat semakin terus bertambahnya 
akan pangan yang disebabkan oleh jumlah penduduk masyarakat disetiap 
daerahnya. Maka dari itu peran pemerintah daerah dituntut memberikan 
pelayanan yang lebih baik serta memberdayakan masyarakat sehingga 
masyarakat ikut terlibat dalam pembangunan untuk kemajuan daerahnya. Karena 
masyarakat lebih tahu apa yang mereka butuhkan serta pembangunan yang 
dilakukan akan lebih efektif  dan efisien dan  dengan sendirinya masyarakat akan 
mempunyai rasa memiliki dan tanggung jawab. hal inilah yang kemudian 
 





melatarbelakangi penulis untuk mengangkat judul “ Perlindungan dan 
Pemberdayaan Petani Perspektif Siyasah Syar’iyyah”.   
B.  Rumusan  Masalah 
            Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah peneliti paparkan, maka 
terdapat rumusan masalah yang menjadi titik penelitian, yaitu: 
1. Bagaimana Bentuk-Bentuk Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam 
Perspektif Siyasah Sar’iyah? 
2. Bagaimana Langkah-Langkah Pemberdayaan Masyarakat Petani dalam 
Perspektif Siyasah Sar’iyah? 
3. Bagaimana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam  Perspektif  Siyasah 
Sar’iyah? 
 
C.   Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Penelitian 
Dalam Penelitian ini yang menjadi masalah dalam fokus penelitian adalah 
Bagaimana langkah-langkah perlindungan dan pemberdayaan petani perspektif 
siyasah syar’iyah, dan bentuk  pemberdayaan petani serta apakah perlindungan 
dan pemberdayaan petani dapat menciptakan kesehjateraan masyakat petani 
dalam perspektif siyasah syar’iyah. Untuk menunjukkan arah yang sesuai dengan 
topik yang dibahas, penulis menjelaskan beberapa kata yang dianggap 
penting,diantaranya: 
1. Perlindungan petani adalah segala upaya untuk membantu dalam menghadapi 




usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi,dan 
perubahan iklim.5 
2. Pemberdayaan merupakan upaya dari luar individu kelompok organisasi 
komunitas untuk memperkuat agar yang diberdayakan menjadi lebih kuat atau 
memiliki kelebihan pemberdayaan dapat dilakukan secara internal dari dalam diri 
orang itu peran pihak luar adalah mengembangkan potensi dan pada kesempatan 
lainnya membantu orang yang diberdayakan supaya dapat mengakses informasi 
inovasi aset modal dan kemampuan dalam pengambilan keputusan6 
3. Siyasah merupakan bentuk masdar atau kata benda abstrak dari kata sasa, yang 
memiliki banyak makna antara lain mengemudi, mengendalikan, pengendali,cara 
pengendalian. Mengatur (besturen) dan memerintah (sturen) seperti para 
penguasa mengatur dan mengurus rakyat untuk mewujudkan kemaslahatan dan 
juga mengatur kehidupan masyarakat. Siyasah berarti juga pemerintahan dan 
politik atau membuat kebijaksanaan (politic dan Policy). Selain itu, Siyasah juga 
dapat diartiakan administrasi dan manejemen. Dari beberapa arti siyasah tidak 
keliru jika dikatakan bahwa siyasah berarti penyelenggaraan pemerintahan dan 
kenegaraan, karena dalam penyelenggaraan negara itu sudah pasti ada unsur 
 
5Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 19 Tahun 2013 tentang  Perlindungan Dan Pemberdayaan 
Petani. 
6Siti Amanah dan Narni Farmayanti,Pemberdayaan Sosial Petani-Nelayan,Keunikan 




mengendalikan, mengatur dan memerintah, mengurus, mengelola, melaksanakan 
administrasi, dan membuat kebijasaan dalam hubungan dengann masyarakat.7 
4. Syariah secara etimologis (lughaw) syariah berarti “jalan ke tempat pengairan’’ 
atau jalan yang harus diikuti, atau tempat lalu air di sungai’’. Arti terakhir ini 
digunkan oleh orang Arab sampai sekarang. Secara Termologis, syariah yaitu 
hukum atau peraturan yang diturunkan oleh Allah melalui Rasul-nya yang mulia, 
untuk umat manusia, agar mereka keluar dari keelapan ke dalam terang dan 
mendapatkan petunjuk yang lurus. Demikian, syariah merupakan peraturan yang 
ditetapkam Allah agar manusia berpegang teguh kepadanya dalam hubungannya 
dengn Tuhannya, berhubungan saudaranya sasama Muslim, berhubungan dengan 
sesama manusia, berhubungan dengan alam semesta, dan berhubungan dengan 
kehidupan.8 
 
D.  Kajian Pustaka 
Karya ilmiah yang akan datang tidak akan pernah bisa dipisahkan dengan 
karya ilmiah yang lahir sebelumnya. di Dalam penelitian ini terdapat beberapa 
karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan masalah dari pertanyaan yang diangkat 
peneliti antara lain: 
1.  Sri Wahyuni dan Syahyuti, dalam jurnalnya dengan judul‘’Arah Kebijakan 
Pasca Revisi Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan 
 
        7Dr.Ridwan S.H., M.Hum, Fiqih Politik, ( Jakarta; Amzah, 2019) hlm.62 





Petani’’Di dalam jurnal ini menjelaskan tantang kebijakan berkaitan 
dengan organisasi petani belum ideal, sosialisasi masih lemah, dan petani 
sendiri belum memahami kesempatan yang telah disediakan. Untuk itu, 
kedepan perlu upaya berbagai pihak agar kondisi ideal yang diinginkan 
dapat terlaksana, terlebih dengan adanya revisi  UU Perlindungan dan 
Pemberdayaan Petani oleh Mahkamah Konstitusi. Sedangkan dalam 
penelitian ini, peneliti menjelaskan tentang perlindungan dan 
pemberdayaan petani dalam perspektif Siyasah Syar’iyah. 
2. Hendrawati Hamid dalam jurnalnya “Peran Pemerintah Daerah Dalam 
Pemberdayaan Petani Padi Di Kecamatan Palangga, Kabupaten gowa, 
Provinsi Sulawesi Selatan” Di dalam jurnal ini menjelaskan bahwa 
kebijakan utamayang  diterapkan  pemerintahdan pemerintah daerah untuk 
memajukan  pembangunan  pertanian adalah  melalui  program  
pemberdayaan  petani denganberbagai jenis kegiatan, yang telah dimulai 
sejak zaman orde baru sampai pada era reformasi saat ini.  Hal ini tertera 
dalam berbagai kebijakan yang dituangkan dalam berbagai  peraturan,  
seperti  Undang-Undang  RI  Nomor 16 tahun 2006  tentang  sistem 
penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, dan Undang-undang 
Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Di 
lain pihak, pemerintah pada semua tingkatan khususnya di tingkat terbawah 




dengan baik dan berhasil, maka menjadi tanggung jawab bersama antara 
pemerintah bersama seluruh lapisan masyarakat, memberikan dorongan  
atau motivasi, sehingga senantiasa tumbuh kesadaran akan pentingnya 
selalu ikut serta dalam berperan/berpartisipasi aktif dalam kegiatan  
pembangunan pertanian  yang  merupakan  potensi  terbesar  Indonesia  
sebagai negara   agraris. Namun dalam jurnal ini tidak menjelaskan 
permasalahan yang menyangangkut implementasi kebijakan dan faktor-
faktor yang mempengaruhi kebijakan pemerintah. 
3. Dinar Wahyuni dalam jurnalnya “Penguatan Kelembagaan Petani Menuju 
Kesehjateraan Petani” Di dalam jurnal ini menjelaskan tentang ketentuan 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan 
Pemberdayaan Pertani, Kelembagaan petani berperan sebagai wahana 
pendidikan yang memobilisasi sumber daya lokal, mencakup tenaga kerja, 
modal, pengetahuan, dan informasi agar mampu mengembangkan usaha 
tani berkelanjutan  dan kelembagaan petani mandiri, memperjuangkan 
kepentingan anggota dalam mengembangkan kemitraan usaha, menampung 
dan menyalurkan aspirasi anggota terkait usaha tani termasuk media 
komunikasi antara petani dan pemerintah, dan membantu menyelesaikan 
permasalahan anggota dalam usaha tani. Kelembagaan itu akan berperan 
optimal apabila tumbuh dari kesadaran petani, pengaruh berasal dari petani 




bersifat partisipatif. Selain itu, pembentukan kelembagaan pertanian 
disesuaikan dengan kearifan lokal dan karakter anggota kelompok sehingga 
mampu menjaring potensi dan kebutuhan anggota kelompok. Namun di 
dalam jurnal ini tidak menjelaskan secara rinci penerapaan prinsip-prinsip 
dasar kesejahteraan sosial bagi masyarakat petani. 
4. Dr. Dedeh Maryani, M.M. , Ruth Roselin E. Nainggolan, S.P., M.Si. dalam 
bukunya “Pemberdayaan Masyarakat” menjelaskan terkait salah satu 
bentuk program pemberdayaan petani adalah untuk membantu modal usaha 
pertanian. Selain itu mendorong perkembangan usaha di hulu, hilir dan jasa 
penunjang dalam pembangunan pertanian, mendorong penguasaan 
teknologi, melatih petani serta menguatkan kelembagaan petani. 
Pemberdayaan petani usaha tani telah dirintis melalui berbagai model 
pemberdayaan masyarakat antara lain melalui proyek Percepatan 
Pembangunan Pertanian. Perikanan dan Kehutanan (P4K), Participatory 
Integrated Deveploment In Rainfed Area (PIDRA) dan pelaksanaan 
Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Kementerian pertanian yang dahulu 
disebut Dapertemen Pertanian telah melakukan upaya peningkatan 
kemandirian masyarakat melalui Lembaga Mandiri yang Mengakar di 
Masyarakat (LM3) sejak tahun 2005. Sebagian besar LM3 tersebut berbasis 




Subuk, dan lain sebagainya. Namun dalam buku ini tidak menjelaskan 
hambatan dalam program yang di hadapi masyarakat petani. 
5. Harun Rasyid, dalam jurnalnya‘’Mengawal Nasib Petani Dalam UU 
Ciptaker’’ menjelaskan peran petani mengalami berbagai persoalan. Mulai 
dari permodalan yang terbatas, harga produk tidak stabil, penguasaan lahan 
sempit, kelangkaan sarana produksi (Saprodi) pertanian.Serasa persoalan 
tersebut belum tuntas, kini adanya Undang-Undang Cipta Kerja (UU 
Ciptaker) justru menambah persoalan bagi petani kecil di negeri ini. 
Pasalnya, sejumlah pasal dalam UU Ciptaker mengubah sejumlah pasal 
dalam UU (sebelumnya) terutama terkait dengan pangan, pertanian, serta 
perlindungan petani. Namun di dalam jurnal ini   tidak menjelaskan tentang 
peraturan pelaksanaan yang menjamin ketersediaan pangan terhadap 
masyarakat petani. 
6. Sri Nuryanti, Dewa Ketut Sadra Swastika, dalam jurnalnya “Peran 
Kelompok Tani Dalam Penerapan Teknologi Pertanian” menjelaskan 
peran kelompok tani dalam penerapan teknologi pertanian didefinisikan 
sebagai kelompok petani yang secara informal mengkonsilidasi diri 
berdasarkan kepentingan bersama dalam berusahatani. Dengan 
pembentukan kelompok tani untuk memperkuat posisi tawar terutama 
dalam pengadaan sarana produksi dan pemasaran hasil secara kolektif. 




bersubsidi, penyuluhan teknologi petani,, dan program-program lain yang 
disalurkan melalui kelompok tani atau gabungan kelompok tani 
(Gapoktan).  
7. Umar Sulaiman, dalam jurnalnya “Pola Kerjasama & Ketidaksejahteraan 
Komunitas Petani Rumput Laut di kecamatan Ujungloe Kabupaten 
Bulukumba.” Menjelaskan dalam meningkatkan kesehjateraan petani 
adalah dengan modal, skill atau keterampilan, tingkat pendidikan formal, 
serta sarana dan prasarana produksi, dan model kerjasama yang efektif 
untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas petani dengan  kerjasama 
petani dengan petani, petani dengan pemilik modal, dan petani dengan 
pengumpul. 
8. Usman, dalam jurnalnya “Kekuasaaan Dalam Tradisi Pemikiran Politik 
Islam (Refleksi Atas Pemikiran Politik Islam)”  Menjelaskan terkait 
struktur kekuasaan islam yang bersumber dari Tuhan dan tidak ada seorang 
pun yang mempunyai kekuasaan mutlak, tetapi kekuasaan itu didelegasikan 
kepada manusia sebagai wakil (khilfah) di bumi yang mendapat perintah 
untuk menegakkan pemerintahan yang adil dan mewujudkan kesejahteraan 
bersama. Ulama dan Umara dalam struktur pemerintahan adalah mereka 
yang diisyaratkan oleh Al-Qur’an sebagai ulu al –Amr atau ma yang 




yang terpilih dan memenuhi syarat-syarat komplementer, seperti amanah, 
keberanian,kekuatan, berakal sehat, dan berilmu pengetahuan. 
9. Dudung Abdullah, dalam jurnalnya “Perspektif Al-Qur’an Tentang Posisi 
Manusia Dalam Memakmurkan Alam Raya”  Menjelaskan terkait akan 
kesadaran bagi umat islam dalam ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) 
yang berkaitan erat dengan keyakinan terhadap Al-Qur’an yang 
diwahyukan dan pemahaman mengenai kehidupan dan alam semesta yang 
dicitakan. Kehidupan manusia yang dinamis dan semakin berkembang 
akan terus memerlukan sumber daya alam (SDM) dan sumber daya alam 
(SDA) akan terus saling berkait dalam tempo yang tak terbatas. 
10. Harianto, dalam jurnalnya “Peranan Pertanian Dalam Ekonomi 
Perdesaa”  Menjelaskan terkait peran pertanian dalam transformasi 
ekonomi perdesaan, yang melalui tiga cara yaitu produksi, komsumsi, dan 
keterkaitan pasar tenaga kerja. Pada sisi produksi, pertumbuhan sektor 
pertanian memerlukan input berupa pupuk, pestisida,benih, ataupun 
alsintan yang diproduksi dan distribusikan oleh perusahaan nonpertanian. 
Sektor pertanian yang tumbuh medorong semakin berkembangnya 
aktivitas-aktivitas di bagian hilirnya, yaitu dengan menyediakan bahan 
baku untuk di proses ataupun didistribusikan. Pada sisi komsumsi, 




meningkat, yang juga berarti permintaan barang ataupun jasa yang 
dihasilkan sektor nonpertanian meningkat. 
E.  Metodologi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Menurut Sunaryati Hartono, metode penelitian adalah proses pemeriksaan 
atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan berpikir yang 
analogis- analitis berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus, dan teori-teori suatu 
ilmu (atau beberapa cabang ilmu tertentu), untuk menguji kebenaran atau 
mengadakan verifikasi suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau 
peristiwa alamiah, sosial, atau peristiwa hukum tertentu.9 
Dari latar belakang yang telah peneliti sampaikan, kemudian sesuai dengan 
jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian kepustakaan  
(library research).  Penelitian ini mengacu pada data atau  bahan-bahan yang 
berkaitan langsung dengan topik permasalahan yang diangkat. Sumber datanya 
diperoleh dari sumber tertulis, baik berupa buku-buku, undang-undang, jurnal, 
ensiklopedia, internet dan karya tulis lainnya yang berkaitan dengan topik 
permasalahan. 
2. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah  teologis’ syar’i yakni 
menggunakan pendekatan Al-Qur’an dan Hadist dalam penelitian. Penelitian ini 
 





terkait dengan masalah hukum yang diperiksa yang telah ditinjau. Dalam 
pendekatan ini, peneliti harus menemukan perbandingan antara hukum positif 
dan hukum islam. 
3. Sumber Data 
Untuk menjawab permasalahan hukum dalam penelitian ini perlu adanya 
sumber data penelitian untuk memecahkan masalah hukum dengan memberi 
petunjuk apa yang seharusnya. Di sumber ini penelitian hukum terdapat sumber 
data primer dan sumber data sekunder dalam penelitian hukum.  
a. Sumber Data Primer  
Sumber data primer merupakan sumber data berupa dokumen-dokumen 
hukum yang sifatnya positif atau mempunyai kekuatan hukum mengikat di 
masyarakat. Cohen dan Olson memberi pengertian bahwa bahan hukum 
primer adalah segala aturan hukum yang penegakannya atau pemaksaannya 
dilakukan oleh Negara  atau Enforced by the state.10 Namun dalam 
penelitian ini sumber  utama yang digunakan dalam penelitian adalah ayat-
ayat  Al -Qur’an yang membahas tentang pertanian  dan Hadist. 
b. Sumber Data Sakunder 
Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh oleh seorang peneliti 
secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui 
sumber lain. Sumber data ini didapatkan dengan cara data-data yang sudah 
 
10I Made pasek Diantha, metodoligi Penelitian Hukum normatif dalam Justifikasi Teori 




jadi yang telah dikumpukan oleh pihak lain dengan berbagai cara baik 
secara komersial maupun non komersial. 11Sumber data sekunder yang 
penulis gunakan untuk menunjang skripsi ini, di antaranya: buku-buku 
tentang pertanian, Ensiklopedi Al-Qur’an dan Hadits, Mukjizat Ilmiah 
dalam Al-Qur’an, dan lain sebagainya. Data ini berfungsi untuk 
melengkapi informasi yang diperlukan dalam skripsi ini. 
4. Metode Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data, bagian ini menjelaskan bagaimana peneliti 
mengumpulkan dan menjelaskan data  atau alat yang digunakan dalam 
penelitian.12 Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Al-Quran dan 
hadist, peneliti harus mencari sumber hukum primer dan sekunder sebagai 
bahan referensi terkait penelitian mengenai “Perlindungan dan Pemberdayaan 
Petani Perspektif Siyasah Syar’iyyah” 
5. Teknik  Analisis  Data 
Teknik utama dari analisis data ini adalah untuk meringkaskan data dalam 
bentuk yang mudah dipahami, sehingga hubungan antara masalah penelitian 
dapat dipelajari dan di uji.13 Penelitian ini berhubungan dengan penelitian 
dokumentasi ini dapat digunakan dalam penelitian kualitatif. 
 
 
11Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum ( Filsafat, teori, dan Praktik) Cet, 
I (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018),hal. 215 
12Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Tim Penyusun IAIN Jember, IAIN Jember Press, 41 
  13Moh. Kasiram, Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahamann dan 




F .  Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian  ini pada umumnya ialah untuk mengetahui 
bagaimana perlindungan dan pemberdayaan petani menurut siyasah syar’iyah, 
dan bagaimana langkah-langkah pemberdayaan masyarakat petani, serta 
bagaimana bentuk  perlindungan dan pemberdayaan petani menurut siyasah 
sar’iyah. 
Berdasarkan pokok rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan  
penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk  perlindungan dan pemberdayaan petani 
yang  harus  dilakukan oleh pemerintah. .   
2. Untuk mengetahui langkah-langkah perlindungan dan pemberdayaan  petani  
3. Untuk  memberikan pemahaman yang jelas terkait pandangan perspektif 
siyasah syar’iyyah tentang perlindungan dan pemberdayaan Petani.   
G.   Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan penelitian antara lain: 
1.   Mengenali fakta hukum dan memanimalkan hal hal yang tidak   signifikan 
untuk menentukan masalah hukum yang akan diselesaikan. 
2.   Mengumpulkan keterangan keterangan hukum islam dan   menganalisis 













 PERLINDUNGAN HUKUM TEHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
PETANI 
 
A. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani 
 
1. Pengertian Perlindungan dan Pemberdayaan Petani 
 
Undang-Undang 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan 
Pemberdayaan petani menyatakan bahwa Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Negara 
mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia 
dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa 
serta mewujudkan keadilan sosial nagi seluruh rakyat Indonesia.1 
Petani sebagai pelaku pembangunan Pertanian perlu diberi 
Perlindungan dan Pemberdayaan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan 
pangan yang merupakan hak dasar Setiap Orang guna mewujudkan 
kedaulatan pangan, kemandirian pangan,dan ketahanan pangan secara 
berkelanjutan, dalam kaitannya dengan teori hukum pembangunan adalah 
fungsi hukum sebagai pembuka jalan dalam pembangunan dan bukan 
sebaliknya menjadi penutup jalan bagi pembagian.2 
 
1Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan 
Pemberdayaan Petani. 
2Dr.JT. Parake, S.H., M.H, Penataan Ruang Kawasan Perdesaan Berbasis Perlindungan 
Lahan Pertanian  Pangan    Berkelanjutan Dalam Rangka Mewujudkan Kedaulatan Pangan Di 




Perlindungan adalah upaya untuk menghindarkan seseorang dari 
segala ancaman yang berpotensi mengakibatkan dampak negatif. 
Perlindungan merupakan suatu bentuk pemberian rasa aman dan nyaman. 
Upaya perlindungan yang dilakukan negara terhadap warga negara disebut 
sebagai upaya perlindungan hukum yang bertujuan untuk memberikan 
rasa aman kepada setiap warga negara.  Perlindungan hukum bagi petani 
dapat diartikan sebagai upaya perlindungan yang diberikan oleh hukum 
terhadap petani dalam menghadapi berbagai risiko pertanian yang 
dihadapi petani. 
Salah satu upaya perlindungan terhadap petani yakni perlindungan 
petani dari risiko pertanian yang dapat terjadi yang diakibatkan karena 
keterbatasan sarana prasarana pertanian sehingga hasil dari produksi 
pertanian tidak maksimal. Oleh karena itu diperlukan upaya perlindungan 
dengan cara memastikan ketersediaan sarana prasarana pertanian. 
Pemberdayaan merupakan upaya untuk mengembangkan dan 
meningkatkan daya guna sesuatu. Pemberdayaan merujuk pada aktifitas 
pengelolaan untuk mencapai pengembangan dan peningkatan. 
Pemberdayaan memiliki banyak pengertian yang dikemukakan oleh 
beberapa tokoh. Ginandjar  Kartasasmitha menyatakan bahwa 
pemberdayaan adalah sesuatu upaya untuk membangun daya yang 




kesadaran akan potensi yang dimilikinya, serta berupaya untuk 
mengembangkannya.3  
Pemberdayaan terhadap petani merupakan suatu upaya untuk 
meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan petani 
dalam mengelola lahan pertanian dengan pemberdayaan diharapkan 
mampu meningkatkan kemampuan yang maksimal dalam melakukan 
usaha tani dan mampu menghasilkan hasil pertanian yang maksimal pula. 
Upaya pemberdayaan terhadap petani salah satunya dilakukan melalui 
pemberian pendidikan dan pelatihan bagi petani yang bertujuan untuk 
meningkatkan kemampuan yang dimiliki petani. 
Sesuai dengan penjelasan di atas, dapat dipaparkan bahwa 
perlindungan dan pemberdayaan petani adalah suatu cara untuk 
melindungi dan mengarahkan para petani agar dapat mengolah sumber 
penghasilan dan pangan dengan baik dan berkualitas. 
Perlindungan dan pemberdayaan petani meliputi perencanaan, 
perlindungan petani, pemberdayaan petani, pembiayaan dan pendanaan 
pengawasan dan peran serta masyarakat, yang diselenggarakan 
berdasarkan asas kedaulautan, kemandirian, kebermanfaatan, 
 
3Ginandjar Kartasasmitha. Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan 




kebersamaan, keterpaduan keterbuakaan, efesiensi berkeadilan dan 
berkelanjutan.4 
2. Fungsi dan Tujuan Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani 
 
Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk:5 
a. Mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam meningkatkan 
taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik; 
b. Menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam 
pengembangan usaha tani; 
c. Memberikan kepastian usaha tani; 
d. Melindungi petani dari fluktuasi harga, praktek ekonomi biaya tinggi 
dan gagal panen; 
e. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan 
petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern, 
dan berkelanjutan; dan 
f. Menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang 
melayani kepentingan usaha tani. 
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk 
mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka 
meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih 
 
4Dr.Sigit Sato Nugroho, S.H., M.Hum  “Hukum  Untuk Petani Perlindungan dan 
Pemberdayaan Petani Dalam Era Globalisasi (Klaten: Lakaeisha.2020) hal. 4 
5Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan 




baik, melindungi petani dari kegagalan panen dan risiko harga, 
menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam 
mengembangkan usaha tani. Menumbuhkembangkan kelembagaan 
pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani, 
meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani 
dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern, bernilai 
tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan, serta 
memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya usaha tani.6 
3. Asas Dan Ruang Lingkup Perlindungan dan Pemberdayaan Petani 
        Ruang Lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani 
meliputi:7 
a. Perencanaan;  
b. Perlindungan Petani;  
c. Pemberdayaan Petani; 
d. Pembiayaan dan Pendanaan; 
e. Pengawasan; dan 
f. Peran serta masyarakat 
                  Perlindungan dan Pemberdayaan Petani berasaskan pada: 8 
 
6Satriya Nugraha, UU No 19 Tahun 2013 Tentang Perlndungan dan Pemberdayaan petani Vol 
1-2/24 juni 2015 
 7Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan 
Pemberdayaan petani, Pasal 4 
8Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan 




a. Kedaulatan;Yang dimaksut dengan “asas kedaulatan” adalah 
penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani harus 
dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan petani yang 
memiliki hak-hak dan kebebasan dalam rangka mengembangkan diri. 
b. Kedaulatan;Yang dimaksut dengan “asas kedaulatan” adalah 
penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani harus 
dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan petani yang 
memiliki hak-hak dan kebebasan dalam rangka mengembangkan diri. 
c. Kemandirian;Yang dimaksud dengan “asas Kemandirian” adalah 
penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani harus 
dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan 
sumber daya dalam negeri. 
d. Kebermanfaatan;Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatan” 
adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani harus 
bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnyabagi 
kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. 
e. Kebersamaan;Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah 
penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani harus 
dilaksanakan secara bersama-sama oleh pemerintah, pemerintah 




f. Keterpaduan;Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah 
penyelengaraan perlindungan dan pemberdayaan petani harus 
memadukan dan menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat 
lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. 
g. Keterbukaan;Yang dimaksud dnan “asas keterbukaan” adalah 
penyelenggaraan perlndungan dan pemberdayaan petani harus 
dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi petani dan pemangku 
kepentingan lainnyayang didukung dengan pelayanan informasi yang 
dapat diakses oleh masyarakat. 
h. Efesiensi berkeadilan;Yang dimaksud dengan “asas efesiensi 
berkeadilan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan 
petani harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara 
proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan 
kemampuannya. 
i. Keberlanjutan;Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah 
penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani harus 
dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin 
peningkatan kesejahteraan petani. 
Dapat diketahui bahwa dalam Asas dan ruang lingkup pengaturan 
UU Nomor 19 Tahun 2013 pada Pasal 2 sampai Pasal 4, merupakan 




melindungi dan memperdayakan para petani supaya lebih maju dan 
sejahtera dalam bidang pertanian. 
4. Dasar  Hukum Perlindungan dan Pemberdayaan Petani 
Indonesia adalah negara hukum (reschtaat) yang bertujuan untuk 
menjamin keadilan dan kesehjateraan bagi tiap-tiap warga negaranya. 
Setiap upaya perlindungan diberbagai bidang yang dilakukan negara 
terhadapa warga negara selalu ditegaskan dalam aturan hukum. Salah 
satunya adalah upaya perlindungan terhadap petani, yang diatur didalam 
undang-undang nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan 
pemberdayaan petani.      
Adapun dasar hukum undang-undang nomor 19 tahun 2013 tentang   
perlindungan dan pemberdayaan petani adalah: 
a. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H, dan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 
b. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang  Perlindungan Lahan 
Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2009 Nomor 149. Tambahan Lembaran Negara 







B. Terminologi Petani 
 
1. Pengertian Petani     
Dalam bahasa Arab petani adalah   ٌح ٌفََّلا ( Fallaahun). Tersusun dari 
tiga huruf dasar yaitu Fa, Lam, dan Ha. Kata ini memiliki akar yang sama 
dengan   ٌح  Fallaahun) yang berarti kemenangan, kejayaan, atau) فََّلا
kesuksesan.9 Sedangkan pengertian petani mengenai definisi formal dari 
istilah petani adalah sebagai suatu usaha untu mengadakan suatu 
ekosistem buatan yang bertugas menyediakan bahan makanan bagi 
manusia. Manusia beruaha mengat atau mengusahakan tumbuh-tumbuhan 
dan hewan serta lingkungannya agar dapat memenuhi kebutuhan 
manusia. Manusia seperti itu disebut petani atau pengusaha pertanian.10 
Dalam arti sempit pertanian adalah “bercocok tanam”. Sedangkan 
pertanian dalam arti luas meliputi pertanian tanaman, pekebunan, 
perikanan, peternakan, dan kehutanan.11 Menurut Mubyartro,sektor 
pertanian memberikan sumbangan yang cukup besar bagi perekonomian 
Nasional. Hal ini ditunjukkan dengan mayoritas penduduk Indonesi hidup 
di pedesaan dengan pertanian sebagai sumber pendapatan.12 Menurut 
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 pasal 1 ayat (3) petani adalah 
 
9Tamam, Abas Mansur. Bercocok Tanam Adalah Ibadah. Indonesia, Spirit Media 
Press, 2017. 
10Soetriono,dkk, Pengantar Ilmu Pertanian (Malng: Banyumedia publishing, 2006),hal.12 
11Hasan Alwi,dkk, kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) hal. 11432 
12Luthfi Fatah, Dinamika Pembanguan Pertanian dan Pedesaan (Banjarbaru: Jurusan Sosek 




warga negara Indonesia perseorangan atau beserta keluarganya yang 
melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan,hortikultural,perkebunan 
dan peternakan. 
Pertanian merupakan sebagai usaha untuk mengadakan suatu 
ekosistem buatan yang bertugas menyediakan bahan makanan bagi 
manusia. Ekosistem buatan yang dibentuk memiliki hubungan yang 
saling mempengaruhi antara masyarakat,makhluk hidup dan 
lingkungannya yang tidak hidup. Pertanian juga merupakan kegiatan 
manusia mengelolah lahan melalui proses produksi biologis tumbuhan 
dan hewan untuk kesehjateraan umat manusia termasuk kegiatan ektraktif 
yang selektif yang tidak merusak kelestarian lingkungan. Secara garis 
besar unsur-unsur pertanian diringkaskan mencakup proses produksi, 
tanah tempat usaha, petani dan pengusaha, dan usaha pertanian.13 
Gambaran nyata profil petani dapat dengan mudah ditemui di pedesaan 
yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian bercocok tanam 
atau bertani. Secara umum orang petani bekerja keras. Kegiatan pertanian 
yang mereka lakukan sesuai dengan apa yang dilakukan orang tuanya 




13Luthfi Fatah, Dinamika Pembanguan Pertanian dan Pedesaan (Banjarbaru: Jurusan Sosek 
fakultas pertanian universitas lampung Mangkurat dengan Pustaka Benua,26) hal.29 
14Tuhana taufik Andrianto, Pengantar Ilmu pertanian,: Agraris, Agobisnis dan Argoteknologi 




2. Ayat-Ayat Pemberdayaan Petani Dalam Al-Qur’an 
Di dalam banyak ayat, Allah menyebutkan secara spesifik ayat-ayat 
yang membahas tentang pertanian. Berikut ini adalah ayat-ayat al-Qur’an 
yang berkaitan erat dengan pertanian, dianaranya adalah sebagai berikut: 
1. Surah Al-Baqarah [2] ayat  265: 
ن   َضاتِّ اب تَِّغۤاءَ  ّللٰاِّ  َوتَث بِّي تًا م ِّ َمر  نَ   َن يُن فِّقُو  ي نَ  يُن فِّقُو   َوَمثَلُ   الَّذِّ
ع فَي نِّ             م   َوابٌِّل اََصابََها اُُكلََها تَت  فَا    ضِّ هِّ بَِّرب َوةٍ َجنٍَّةٍۢ َكَمثَلِّ اَن فُسِّ  
ي رٌ                           نَ  بَصِّ ب َها َوابِّلٌ   ۗفََطل   َوّللٰاُ   بَِّما تَع َملُو  فَاِّن   لَّم   يُصِّ   
  Terjemahan: “Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan 
hartanya  karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa 
mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran Tinggi yang 
disiram oleh hujan lebat, Maka kebun itu menghasilkan buahnya dua 
kali lipat. jika hujan lebat tidak menyiraminya, Maka hujan gerimis 
(pun memadai). dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat” 
2. Surah Al-Ra’du [13] ayat 4: 
 
ن     نَاٍب م ِّ عٌ اَع  َزر  ضِّ َوفِّى   وَّ َر  ٌت قَِّطٌع اْل  ر  وِّ تَج  َجنٌٰت مُّ وَّ  
لُ                   نُفَض ِّ ٍد   وَّ احِّ ى بَِّمۤاءٍ  وَّ ن َوانٍ  يُّس ق  َغي رُ   صِّ ن َوانٌ  وَّ ي لٌ  صِّ نَخِّ وَّ   
نَ             مٍ  يَّع قِّلُو  تٍ  لِّ قَو  ي  لِّكَ  َْل  ُُكلِّۗ  اِّنَّ  فِّي    ذ  ى  بَع ٍض  فِّى  اْل  بَع َضَها َعل    
   Terjemahan:“Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang 
berdampingan, dan kebun-kebun anggur, tanaman tanaman dan pohon 
kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air 
yang sama. Kami melebihkan sebahagian tanam-tanaman itu atas 
sebahagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang 





3. Surah Al-Kahfi [16] ayat 32-34 
 
ب   رِّ ُجلَي نِّ مَّ ثًًَل لَُهم  َواض  َ  َجَعل نَا رَّ َماَحدِّ ْلِّ ن  َجنَّتَي نِّ  هِّ نَابٍ  مِّ  اَع 
ُهَما   َزْرًعا َحفَف ن  لٍ  وَّ َجَعل نَا بِّنَخ   بَي نَُهَما وَّ
Terjemahan: “Dan berikanlah kepada mereka kepada orang-orang 
mukmindan   orang-orang kafir] sebuah perumpamaan dua orang laki-
laki[dua orang Yahudi yang seorang mukmin dan yang lain kafir], Kami 
jadikan bagi seorang di antara keduanya (yang kafir) dua buah kebun 
anggur dan Kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma 
dan di antara kedua kebun itu Kami buatkan ladang.” 
 
4. Surah Yasin [36] ayat 33-35 
ن هُ                      ن َها َحبًّا فَمِّ رَ  مِّ نَاَوأَخ  يَي نَ  ج  ضُ  اال َمي تَةُا َهاأَح  َوآيَةٌ  لَُهمُ  ألر  } 
ر              نَابٍ  َوفَجَّ يلٍ  َوأَع  يَأ ُكلُونَ  (33) َجَعل نَاوَ  فِّيَها َجنَّاتٍ  ِمنٌ  نَخِّ  
م                    يهِّ لَت هُ   أَي دِّ هِّ   َوَما  َعمِّ ن   ا ثََمرِّ نَ  ال عُيُونِّ  (34)  لِّيَأ ُكلُو  مِّ نَا  فِّيَها مِّ  
ا                     مَّ ُكُرونَ  (35) ُسب َحانَ  لَّذِّي ا  َخلَقَ  األز   َواجَ   ُكلََّها   مِّ أَفًَل  يَش   
اوَ  َْل   يَع لَُمونَ  (36)}                                            مَّ م    مِّ هِّ ن   أَن فُسِّ ضُ   َومِّ تُن بِّتُ  األر    
Terjemahan: “Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi 
mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan Kami 
keluarkan dari padanya biji-bijian, Maka daripadanya mereka makan. 
(33) Dan Kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur dan 
Kami pancarkan padanya beberapa mata air, (34) Supaya mereka 
dapat Makan dari buahnya, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan 






5. Surah Al An’am [6] ayat  141: 
لَ                  النَّخ  تٍ  وَّ ش  تٍ  َغي رَ  َمع ُروَّ  و  ش  ع ُرو   و  َ  َجنٰت مَّ ي    اَن َشا َوهُوَ  الَّذِّ     
 بِّهٍۗ                                                                                    
َغي رَ  انَ  بًِّهاُمتََشا ُمتََشاوَّ مَّ نَ  َوالرُّ ي تُو  تَلِّ  اُُكلُه   َوالزَّ َع  فًا ُمخ  ر  َوالزَّ  
ا ه     َوَْل  رِّ  ۗس تُ  فُو  مَ  َحقَّه   َحَصا  دِّ ااَث َمرَ  يَو  تُو  ن   اِّذَا ثََمرِّ  ه    َوا  ا مِّ  ال ُمس رِّ  فِّي َن   ُكلُو 
بُّ  اِّنَّه   َْل  يُحِّ  
Terjemahan: “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang 
berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman 
yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa 
(bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari 
buahnya (yang bermacammacam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah 
haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir 
miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah 
tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.   
Adapun ayat-ayat pendukung atas beberapa ayat-ayat tentang 
pertanian sebagaimana yang telah penulis sebutkan di atas, diantaranya 
adalah Surah Al-An’ām [6] ayat 141, Surah Al-A’rāf [7] ayat 58, Surah Al-
Hijr [15] ayat 19, Surah AnNahl [16] ayat 11, Surah Thāhā [20] ayat 53, 
Surah Saba’ [34] ayat 15-16, Surah Qāf [50] ayat 7, dan Surah Qāf [50] 
ayat 9. 
Terkait dengan sistem pertanian, dalam surah yang pertama yaitu 
Surah Al-Baqarah [2] ayat 265, Allah menjelaskan perumpamaan orang-




kebun yang berada di dataran tinggi, kemudian disiram oleh hujan lebat, 
sehingga menghasilkan buah hingga dua kali lipat.  
Mengenai ayat tersebut, salah satu mufassir Indonesia yang 
pemikirannya sangat rasional, Quraish Shihab dalam kitabnya, Tafsir Al-
Misbah, menafsirkan ayat ini sebagai perumpamaan seperti kebun yang 
lebat yang terletak di dataran tinggi. Keberadaannya di dataran tinggi 
menjadikan pepohonan di kebun itu dapat menerima benih yang dibawa 
angin yang mengawinkan tumbuh-tumbuhan tanpa terhalangi, sebagaimana 
terhalangnya kebun yang berada di dataran rendah. Di samping itu, kebun 
yang di dataran tinggi tidak membutuhkan, bahkan tidak terpengaruh oleh 
air yang berada di dataran rendah, yang bisa jadi merusak akar tanaman 
sehingga tidak dapat tumbuh subur. Dataran tinggi di mana kebun itu 
berada disiram oleh hujan yang lebat yang tercurah secara langsung dari 
langit, menimpa daun dan dahan, dan sisanya turun untuk diserap tanah, di 
mana akar-akar tumbuhan menghujam. Air yang tidak dibutuhkannya 
mengalir ke bawah dan ditampung oleh yang membutuhkannya. Tidak 
heran jika buahnya dua kali lipat. Kalau pun bukan hujan lebat yang 
mengairinya, paling tidak gerimis, dan itu telah memadai untuk 
pertumbuhannya. Demikian keadaan kebun itu. Baik air yang diterimanya 




seorang yang bersedekah dengan tulus, baik yang disumbangkannya sedikit 
maupun banyak, sedekahnya selalu berbuah dengan buah yang baik.15 
Hampir senada dengan Quraish Shihab, Ahmad Musthafa Al-
Maraghi dalam tafsirnya menyebutkan bahwa ayat ini menjelaskan 
perumpamaan yang dibuat Allah untuk hamba yang bertindak baik dan 
buruk atas perintah dan larangan-Nya. Dalam hal ini Allah membuat 
sebuah perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya karena 
mengharap ridla Allah, di samping untuk memantapkan keimanan dan 
meningkatkan ihsan, dengan merelakan dirinya ketika berinfak sehingga 
menjadi sebuah watak pada diri orang tersebut, seperti sebuah kebun yang 
memiliki tanah subur yang dipenuhi dengan tetumbuhan yang segar dan 
buahnya sangat banyak. Kemudian kebun tersebut disiram dengan air hujan 
secara terus-menerus, sehingga buahnya dua kali lipat dari biasanya. Dan 
sekiranya tidak tersiram hujan lebat, maka hujan gerimis pun sudah cukup 
untuk menjadikan kebun itu tetap subur dan membuat tanamannya berbuah 
banyak.16 
Sangat berbeda dengan beberapa mufassir di atas, salah satu mufassir 
yang dijadikan rujukan Quraish Shihab dalam tafsirnya, yaitu ‘Allamah 
Thabathaba’i, menjelaskan ayat ini sebagai perumpamaan yang 
 
15 Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an, Volume 1, 
(Jakarta: Lentera Hati, 2002),hlm.697 
16 Ahmad Musthafa Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, Jilid 3, Terj: Bahrun Abubakar dkk, 




diungkapkan untuk memperlihatkan bahwa membelanjakan harta benda 
untuk mencari keridlaan Allah pastilah melahirkan sebuah efek yang 
positif. Membelanjakan harta benda dilakukan demi Allah, dan 
hubungannya dengan Allah senantiasa menjaganya, menumbuhkan dan 
mengembangkannya, pastilah menghasilkan bebuahannya. Tidak 
dipungkiri lagi, derajat kepedulian ini beragam sesuai dengan keragaman 
derajat keikhlasan niat, sedangkan kekuatan amal shalih berkaitan dengan 
kekokohan jiwa. 
Ada sebuah kebun yang terletak di tanah yang bagus, hujan lebat 
mengguyurnya, dan kebun itupun menghasilkan berlimpah bebuahan—
meskipun hasilnya beragam kualitas dan kuantitasnya, sesuai dengan 
kuantitas hujan yang mengguyurnya.17 
Pada ayat kedua tentang pertanian, yakni Surah Ar-Ra’du [13] ayat 
4, Allah menginformasikan lebih lanjut mengenai pertanian, bahwa di 
bumi terdapat berbagai macam tanah yang saling berdampingan. Ibnu 
Katsir, salah satu mufassir klasik menafsirkan kalimah berikut ini dengan 
mengambil pendapat ulama yang lain “Dan di bumi ini terdapat bagian-
bagian yang berdampingan.’’ Maksudnya, tanah-tanah yang berdekatan 
antara satu dengan yang lain, pada bagian ini tanahnya baik, 
 





menumbuhkan tanaman yang berguna bagi manusia, sedang di bagian 
yang lain tanahnya berpasir asin tidak menumbuhkan sesuatu pun dari 
tanaman.  
Demikian pendapat yang diriwayatkan Ibnu Abbas, Mujahid, Sa’id 
bin Jubair, dan lain-lain. Termasuk dalam ayat ini, yaitu perbedaan warna 
tanah yang ada di bumi ini, ada yang berwarna merah, putih, kuning, 
hitam, berbatu, gembur, berpasir, keras, lembut, dan lain-lainnya, tetapi 
semuanya berdekatan, dan tetap pada sifatnya masing-masing. Dalam 
Kitab Al-Lubab, M. Quraish Shihab sedikit memberi penjelasan mengenai 
Surah Ar-Ra’du [13] ayat 4, bahwa Allah menginformasikan kepada 
manusia tentang bumi yang di dalamnya terdapat kepingan-kepingan tanah 
yang saling berdampingan, dengan kualitas yang berbeda. Ada yang 
tandus, subur, serta ditumbuhi oleh tumbuhan yang berbeda. Ada yang 
ditanami kebun-kebun anggur, tanaman persawahan, ada juga yang 
perkebunan pohon-pohon kurma, dan lain sebagainya. Dan Allah 
melebihkan itu atas sebagian yang lain, baik dalam segi besar dan kecilnya, 
warna, dan bentuknya, serta perbedaan lainnya.18   
Kemudian pada ayat ketiga, yakni dalam Surah Al-Kahfi [18] ayat 
32-34, Allah menjelaskan lebih komprehensif, guna memahamkan 
 
18 M. Quraish Shihab, Al-Lubab; Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-Surah AL-Qur’an, 




informasi yang terkandung dalam ayat kedua di atas. Dalam hal ini, Allah 
menjelaskan bahwa terdapat dua buah kebun yang hasilnya tidak 
berkurang sedikit pun. Ahmad Musthafa Al-Maraghi menjelaskan bahya 
ayat ini merupakan perumpamaan yang dibuat Allah untuk 
menggambarkan tentang ketaatan antara orang mukmin dan orang kafir 
kepada Allah. Dalam hal ini Allah menggambarkannya dengan cara 
memberikan dua bidang kebun anggur kepada salah satu orang laki-laki, 
yang kebun itu dikelilingi oleh pohon-pohon kurma, dan di tengah-tengah 
kebun itu terdapat ladang untuk tumbuhan-tumbuhan yang lain. Dalam hal 
ini Al-Maraghi menyimpulkan bahwa tanah dalam ladang tersebut memuat 
makanan pokok dan buahbuahan, yang semuanya saling berpautan dan 
berkaitan, sehingga indah dilihat dan tersusun sangat rapi; menarik hati 
keelokan dan keindahannya. 
Lebih indah lagi kedua kebun itu masing-masing menghasilkan 
buahnya tanpa kurang sedikitpun selama bertahun-tahun. Berbeda halnya 
dengan kebiasaan anggur dan pohon-pohon lainnya, yang hasilnya banyak 
dalam beberapa tahun sedangkan pada tahun-tahun selanjutnya hasilnya 
hanya sedikit. Allah juga menyelingi di tengah-tengah antara kedua kebun 




selokan yang banyak, supaya senantiasa mengairi kedua kebun dan 
menambahkan keindahannya.19 
Penafsiran di atas hampir sama sebagaimana penafsiran Ibnu Katsir 
dalam kitab Tafsirnya, bahwa Allah menjelaskan perumpamaan dua orang 
yang salah satu di antaranya diberikan dua kebun anggur yang dikelilingi 
pohon-pohon kurma. Di celah-celah pohon tersebut terdapat ladang, yang 
semua pohon dan tanamannya dipenuhi dengan buah yang sangat 
menyenangkan. Karena itu Allah menjelaskan dalam ayat tersebut, bahwa 
kedua buah kebun itu mengasilkan buahnya, dan tidak berkurang sedikit 
pun. Selain itu juga dialirkan sebuah sungai di bawahnya, dan berpencar-
pencar sehingga semua tanaman teraliri air dari sungai tersebut.20 
Sayyid Quthb menambahkan, ayat ini menceritakan dua orang laki-
laki dan dua buah kebun, yang itu dijadikan perumpamaan oleh Allah 
sebagai perumpamaan norma-norma yang akan hilang dan yang kekal. 
Perumpamaan yang menggambarkan orang yang bangga dengan 
kehidupan duniawi (sombong dengan kenikmatan) dan orang yang bangga 
karena Iman kepada Allah (selalu dzikir dan ingat kepada Tuhan-Nya). 
Dalam hal ini Allah memberi gambaran dengan dua kebun yang sangat 
indah dan luas, yang dua kebun anggur itu sedang dalam masa berbuah. 
 
19 Ahmad Musthafa Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, Jilid 15, Terj: Bahrun Abubakar dkk, 
(Semarang: Karya Toha Putra, 1993), h. 293-394 





Kedua kebun tersebut dikelilingi oleh pohon-pohon kurma yang berjejer, 
dan di tengah-tengah kebun tersebut terdapat sungai yang mengalir di sela-
sela kedua kebun itu. Gambaran ini merupakan pemandangan yang sangat 
indah, yang merupakan gambaran kenikmatan dunia. Namun demikian, 
pemilik kebun itu sangat congkak dan mengira bahwa kedua kebunnya itu 
akan selalu menghasilkan buahnya tanpa kurang sedikit pun, tanpa 
mengingat Allah, yang telah menumbuhkan semua yang ditanam.21 
Selanjutkan dalam surah yang keempat, yakni pada Surah Yāsīn [36] 
ayat 33-35, dengan kekuasaan-Nya, Allah juga menghidupkan bumi yang 
telah mati dengan menghidupkan biji-bijian atau tumbuhan. Ahmad 
Musthafa Al-Maraghi menjelaskan ayat ini, yakni di antara bukti-bukti 
kekuasaan Allah untuk menghidupkan kembali adalah dihidupkannya bumi 
yang telah mati, yang sebelumnya tidak ada tumbuhan di dalamnya. 
Dengan menurunkan air hujan, kemudian bumi itu menjadi hidup, yakni 
tumbuhan yang sangat subur, bahkan Allah juga menumbuhkan tumbuhan 
yang berbeda-beda jenis dan macamnya. Selain itu Al-Maraghi juga 
menjelaskan bahwa kemudian biji atau yang dihasilkan dari bumi tersebut 
untuk keperluan makan bagi manusia dan binatang-binatang ternak, 
sehingga tegaklah kehidupan manusia. 
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Pada ayat 34, Al-Maraghi menjelaskan bahwa Allah juga 
menumbuhkan buah-buahan seperti kurma dan anggur, dan membuatkan 
manusia berupa sungai-sungai yang menjalar-jalar di berbagai tempat, agar 
manusia dapat memakan buah dari kebun itu dan hasil dari tangan mereka 
sendiri. Karena demikian, kemudian Allah menyebut nikmat-Nya itu, 
seraya menyeru kepada manusia untuk selalu bersyukur kepada-Nya.22 
Pada intinya, ayat ini juga memberikan kedahsyatan Allah kepada manusia 
bahwa segala hal bisa terjadi atas kehendak Allah, yang dalam hal ini 
Allah mengisyaratkannya dengan gambaran berbagai produk pertanian.23 
Mengenai pertanian ini, Allah memberikan penjelasan bahwa 
manusia juga harus bersyukur atas karunia yang dilimpahkan kepadanya 
berupa kenikmatan pertanian. Sebagaimana dijelaskan pada ayat kelima 
yang penulis sebutkan di atas, yakni Surah Al-An’ām [6] ayat 141.  
Ahmad Musthafa Al-Maraghi memberikan penjelasan secara lebih 
komprehensif mengenai ayat ini, yaitu lafadz aljannat diartikan sebagai 
taman-taman dan kebun anggur yang lebat pohonnya, karena kebun seperti 
itu menutupi tanah di bawahnya dan membuatnya tidak kelihatan. 
Kemudian lafadz al-ma’rusyat diartikan sebagai tanaman-tanaman yang 
dicagak pada tiang-tiang penyangga. Yaitu junjungan-junjungan yang 
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dibuat dari kayu dan bambu, yang di atasnya diletakkan batang tanaman-
tanaman itu hingga seperti atap rumah. Sedangkan kata ghairu al-ma’rusyat 
diartikan sebagai tanaman yang batangnya tidak diletakkan di atas 
junjungan. Maksudnya adalah kebun itu ada dua macam, yaitu kebunkebun 
yang memakai junjungan, seperti pohon anggur, sedangkan kebun yang 
tidak memakai junjungan, seperti kebun yang berisi macam-macam pohon 
yang batangnya tumbuh lurus, tidak merambat ke pohon lainnya. 
Secara lebih jauh Al-Maraghi menjelaskan bahwa Allah-lah yang 
menciptakan pertama kali kebun-kebun dan ladang-ladang anggur, baik 
yang berjunjung maupun tidak. Dan Allah pula yang telah menciptakan 
pohon-pohon kurma dan bermacam tumbuhan lainnya yang beraneka 
macam, rasa, warna dan bentuknya. Yang lebih luar biasa, sekalipun pohon 
kurma termasuk kebun yang tidak berjunjung, akan tetapi Allah 
menyebutkan secara spesial dengan menyebutnya sendiri dalam ayat 
tersebut, karena pohon kurma memiliki banyak manfaat; kurma yang 
belum masak sudah termasuk buah-buahan dan makanan; kurma yang 
sudah masak merupakan makanan yang utama, karena bisa disimpan dan 
mudah diperoleh. Selain itu dari kurma pula, minuman yang lezat bisa 
dibuat dan diolah, dan masih banyak manfaat lainnya. Sedangkan kata 
zar’a diartikan sebagai tanaman yang mencakup segala tumbuhan, 




Melalui ayat ini Allah ingin menyampaikan bahwa Dialah yang telah 
menciptakan berbagai makanan untuk umat manusia dengan cara 
menumbuhkan pohon-pohon dan tumbuhan-tumbuhan yang berada di 
kebun dan ladang. Allah membolehkan itu semua kepada umat manusia, 
dan tidak 84 mengharamkan tanaman-tanaman itu atas hamba-Nya, karena 
pengharaman adalah hak Allah. Barang siapa mengaku dirinya berhak 
mengharamkan itu semua, berarti mereka telah mengangkat kepala 
menjadi sekutu Allah.24 
Sedikit berbeda dengan penafsiran Al-Maraghi, Quraish Shihab 
dalam tafsirnya menjelaskan bahwa tujuan ayat ini adalah untuk 
menggambarkan betapa besar nikmat Allah serta untuk melarang segala 
yang mengantar kepada melupakan nikmat-nikmat-Nya. Karena itu, ayat 
yang sebelumnya (ayat 99) ditutup dengan menyatakan: “Perhatikanlah 
buahnya di waktu pohonnya berbuah, dan perhatikan juga 
kematangannya, sedangkan pada ayat 141 Allah menyatakan: “Makanlah 
dari buahnya bila ia berbuah.” 
Hubungan antar kedua ayat tersebut sangat jelas, bahwa Allah 
berpesan Dan Dia-lah, tidak ada selain-Nya, yang menjadikan dari tiada, 
kebun-kebun anggur atau lainnya yang berjunjung, yakni yang disanggah 
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tiang dan yang tidak berjunjung. Hanya Allah juga yang menciptakan 
pohon kurma, dan tanam-tanaman dalam keadaan yang bermacammacam 
rasa bentuk dan aroma-nya. Allah jugalah yang telah menciptakan buah-
buahan seperti zaitun dan delima yang serupa dalam beberapa segi seperti 
bentuk dan warnanya, dan tidak serupa dalam beberapa segi yang lain 
seperti rasanya, padahal semua tumbuh di atas tanah yang sama dan 
disiram dengan air yang sama. Makanlah sebagian buahnya yang 
bermacam-macam itu bila ia berbuah, dan tunaikanlah dari sebagian yang 
lain haknya di hari memetik hasil-nya dengan bersedekah kepada yang 
butuh dan janganlah kamu berlebihlebihan dalam segala hal, yakni jangan 
menggunakan sesuatu atau memberi maupun menerima sesuatu yang 
bukan pada tempatnya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai, yakni tidak 
merestui dan melimpahkan anugerah kepada orang-orang yang berlebih-
lebihan dalam segala hal karena tidak ada kebajikan dalam pemborosan, 
apa pun pemborosan itu, tidak juga dibenarkan pemborosan walau dalam 
kebajikan.25 
Sama dengan alur pikir di dalam Tafsir Al-Misbāh karya Quraish 
Shihab, Sayyid Quthb memberikan penjelasan secara singkat tentang ayat 
ayat 141 dengan menggabungkan beberapa ayat lain yang berdekatan (ayat 
140,142, hingga 143) bahwa Allah-lah yang menciptakan segala sesuatu 
 
25 Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an, Volume III, 




termasuk tumbuhan dan binatang, dan tidak ada yang berhak memberi 
aturan selain Dia. Dan dalam pandangan seperti ini, Sayyid Quthb 
menyatakan bahwa redaksi al-Qur’an memberikan banyak perangkat 
sugesti berupa panorama- panorama tentang tanaman, buah-buahan, 
kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, dan nikmat Allah 
kepada mereka berupa binatang-binatang ternak yang dengan berbagai 
macam fungsinya. Dan pada intinya, Sayyid Quthb ingin mengingatkan 
manusia kepada Sumber yang menciptakan segala macamnya itu, dan agar 
merawat yang telah diberikan-Nya dengan baik dan benar.26 
C. Sejarah Petani  
Dalam ajaran islam, sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, 
manusia memiliki hak-hak yang mutlak dipenuhi, diantaranya: 1) hak 
untuk hidup (hifdz an-nafs), 2) hak untuk beragama atau berkeyakinan 
(hifdz ad-din),  3) hak untuk berpikir (hifdz al aqli), 4) hak milik individu 
(hifdz al mal), 5) hak untuk mempertahankan nama baik (hifdz al-irdh), dan 
6) hak untuk memiliki dan melindungi keturunan (hifdz an-nasl)27 
Di antara beberapa hak yang harus dipenuhi manusia, salah satu 
yang paling penting adalah hak untuk mempertahankan hidup (hifdz an-
nafs). Dalam rangka mempertahankan hidup, manusia selalu dihadapkan 
pada kebutuhan yang beraneka ragam dan tidak terbatas, salah satunya 
 
26 Sayyid Quthb, Tafsir Fi Dzilalil Qur’an, Jilid 4, (Jakarta: Gema Insani, 2012), h. 222-223 




adalah kebutuhan pangan (makanan dan minuman). Kebutuhaqn pangan 
merupakan salah satu kebutuhan primer manusia,yang tidak bisa 
ditangguhkan . Artinya, setiap hari manusia membutuhkannya.28 
Untuk memenuhi kebutuhan pangan tersebut maka manusia harus 
memetiknya dari alam, karena pada dasarnya, memang diciptakan untuk 
manusia. Allah menciptakan keanekaragaman hayati: tumbuhan, 
binatang,dan mikroorganisme di bumi untuk berbagai dengan manusia. 
Tanpa adanya keanekaragaman tersebu kehidupan tidak pernah ada.29 
Sekalipun alam diciptakan untuk manusia, bukan berarti manusia dapat 
berbuat semena-mena dalam memperlakukan alam ini. Tetapi begitulah 
kenyataannya. Banyak manusia memiliki ketergantungan tinggi terhadap 
alam,yang secara otomatis manusia harus merawat alam dengan baik.30 
Penawaran terhadap alam bisa dilakukan secara bertahap dan 
berkelanjutan, terutama melalui bercocok tanam atau dalam arti luas 
melalui pertanian , untuk menghasilkan kebutahan pangan. Di Indonesia, 
kondisis pertanian mengalami pasang dan surut, dari masa kejayaan hingga 
masa memprihatinkan. 
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Sejarah membuktikan bahwa Pembangunan Lima Tahun (PELITA) 
I, II, dan III di bidang pertanian yang dilaksanakan pemerintah Indonesia, 
Bapak Soeharto bersama seluruh masyarakat petani Indonesia menuai hasil 
signifikan. Seluruh elemen bangsa merasakan hal manis di bidang 
pertanian. Bahkan hasil pertanian pada waktu itu bukan hanya cukup untuk 
kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia, melainkan juga mampu 
meningkatkan daya ekspor hasil pertanian Indonesia ke negara –negara 
lain. Karena hal itu pula , Indonesia dijuluki sebagai ‘’Macan Asia” pada 
tahun 1984.31 
Lambat laun pertanian Indonesia mengalami degradasi, krisis 
ekonomi yang terjadi pada awal tahun 1997 termasuk menjadi pemicu 
utama pengganggu stabilitas kehidupan pertanian di Indonesia.32 
Sebelumnya pada dekade 1990-an, pertanian Indonesia juga telah 
mengalami penurunan dan [lambatan, terutama pada sektor produksi padi. 
Pada tahun 1993 produksi padi menurun 0,2 persen per tahun, sedangkan 
pada tahun  1994, penurunan produksi padi sebanyak 3,5 persen per tahun. 
Sehingga sejak tahun 1994, Indonesia telah menjadi penghuni tetap negara-
negara pengimpor beras.33 
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Profesi petani pada hakikatnya mempunyai nilai yang sangat mulia. 
Di samping mendapat manfaat ekonomi secara langsung juga akan 
mendapat pahala atau ganjaran. Sebagaimana Sabda Nabi Muhammad 
SAW: 
ًعا  فَيَأ ك لٌَ  ِمن ه ٌ  َطي رٌ  أَوٌ  إِن َسانٌ   أَوٌ  ٌ بَِهي َمة إِلاٌ َكانٌَ لَه ٌ بِهٌِ              َرٌع َزر  ًسا , أَوٌ  يَز  ِلٍمِمنٌ مٌ  يَغ ِرسٌ  َغر  َما س   
  َصَدقَة
Terjemahan: “Tidaklah seorang muslim menanam pohon, tidak pula 
menanam tanaman kemudian hasil tanaman tersebut dimakan oleh burung, 
manusia atau binatang melainkan (tanaman tersebut) menjadi sedekah 
baginya” (HR. Imam Bukhari hadits no. 2321) 
Sedangkan Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa pekerjaan yang 
baik adalah pertanian karena dikerjakan dengan tangan sendiri dan juga 
memberi manfaat pada dirinya sendiri, umat dan kepada binatang. Di 
samping itu, pertanian juga mampu membawa para petani kepada sikap 
tawakal, yaitu sikap pasrah diri kepada Allah SWT, karena adanya 
ikhtiar.34 
 Pertanian dapat dianggap sebagai suatu usaha untuk mengadakan 
suatu ekosistem buatan yang bertugas menyediakan bahan makanan bagi 
manusia. Ekosistem buatan yang dibentuk memiliki hubungan yang saling 
mempengaruhi antara masyarakat, makhluk hidup dan lingkunganya yang 
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tidak hidup. Pertanian juga merupakan kegiatan manusia mengelolah lahan 
melalui proses produksi biologis tumbuhan dan hewan untuk kesejahteraan 
umat manusia, termasuk kegiatan ekstraktif yang selektif yang tidak 
merusak kelestarian lingkungan. Secara garis besar unsur-unsur pertanian 
diringkaskan mencakup proses produksi, tanah tempat usaha, petani dan 
pengusaha, dan usaha pertanian.35 Menurut Sajogyo, makin luas usaha tani, 
maka makin besar presentasi penghasilan rumah tangga pertanian.36 
Gambaran nyata profil petani dapat dengan mudah ditemui di 
pedesaan-pedesaan yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian 
bercocok tanam atau bertani. Secara umum orang petani bekerja keras. 
Kegiatan pertanian yang mereka lakukan sesuai dengan apa yang dilakukan 
orang tuanya atau secara turun temurun.37 
  Berkaitan dengan kehidupan ini, mereka hanya berharap adanya 
sedikit perubahan. Mereka telah merasa senang atau bahagia sekiranya 
dapat terhindar dari kelaparan, sakit, dan kematian anak-anak mereka dari 
kelaparan atau kekurangan pangan. Keinginan hidup mereka tidak 
bermacam-macam dan mulukmuluk. Sekedar bisa mempertahankan tanah 
garapan yang mereka miliki sudah menyenangkan, apalagi jika mereka 
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dapat memperluas atau menambah kepemilikan tanah garapan pertanian 
akan lebih menyenangkan hati mereka. Karena sekedar untuk bisa bertahan 
saja terkadang dirasakan amat susah bagi sebagian petani.38 Oleh sebab itu, 
cita-cita utama petani adalah status penghidupan dan sosial yang diperoleh 
didalam suatu rentang hubungan-hubungan sosial yang sempit.39 
Penerapan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 
Indonesia (IPTEK) canggih dalam bidang pertanian akan membawa 
mereka hidup lebih baik karena hasil pertanian yang mereka peroleh juga 
meningkat jumlahnya. Menurut Soetriono terdapat tiga macam kebiasaan 
mental petani yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam 
mengembangkan pertanian di Indonesia yakni kebiasaan mengukur, 
bertanya, dan melihat atau mencari alternatif yang dilakukan petani selama 
ini. Kebiasaan mengukur oleh petani tercermin dari kegiatan berpikir dalam 
mengukur penggunaan sarana produksi yang akan dipergunakan termasuk 
jumlah benda-benda yang dimiliki. Kegiatan bertanya biasanya dilakukan 
ketika petani menghadapi permasalahan dalam bercocok tanam mereka, 
contohnya mengapa buah yang dihasilkan oleh tanaman ini lebih manis 
daripada buah yang dihasilkan oleh tanaman itu?, dan sebagainya. Petani 
memiliki kebiasaan melihat atau mencari alternatif dari cara yang telah 
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dikenal dan dilakukan terhadap cara baru yang lebih baik. Uji coba 
semacam itu dilakukan oleh petani dengan maksud untuk memperoleh hasil 
panen yang lebih banyak dari segi mutu (kualitas).40 
Berkaitan dengan sikap pengambilan keputusan dalam menjalankan 
roda usaha tani, umumnya petani memiliki sifat-sifat yang sangat 
dipengaruhi oleh keadaan keluarga, masyarakat, tradisi, dan agama yang 
mereka anut. Keputusan penting untuk menentukan jenis usaha tani yang 
akan diupayakan petani terkadang dengan pertimbangan keadaan 
masyarakat disekitanya. Dengan kata lain, keputusan yang dibuat usaha 
tani dipengaruhi oleh sikap, perilaku-perilaku, dan hubungan-hubungan 
dalam masyarakat disekitarnya. Dalam pembangunan pertanian perlu 
diperhatikan peran tradisi besar dan agama yang dianut oleh petani. Kedua 
hal itu perlu diperhatikan, sebab berpengaruh terhadap masyarakat dalam 
kesediaan menerima program-program pembangunan pertanian dari 
pemerintah.41 
Kesadaran bagi umat islam dalam ilmu pengetahuan dan teknologi 
(IPTEK) yang berkaitan erat dengan keyakinan terhadap Al-Qur’an yang 
diwahyukan dan pemahaman mengenai kehidupan dan alam semesta yang 
dicitakan. Kehidupan manusia yang dinamis dan semakin berkembang 
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akan terus memerlukan sumber daya alam (SDM) dan sumber daya alam 
(SDA) akan terus saling berkait dalam tempo yang tak terbatas.42 
 Dalam kegiatan pertanian, petani mempunyai tiga tugas atau 
peranan, yaitu petani sebagai penggarap, petani sebagai menajer, dan petani 
sebagai manusia biasa. Alasan pengelompokan petani seperti itu 
dikemukakan berikut:  
1. Petani sebagai Penggarap 
Sesuai dengan sebutanya petani berperan utama sebagai pemelihara 
tanaman dan hewan (ternak dan ikan) untuk memperoleh hasil yang 
dibutuhkan demi kelangsungan hidupnya. Hal-hal yang dilakukan 
petani dalam pemeliharaan tanaman meliputi: mempersiapkan lahan, 
penyiapan bibit/benih, pengolahan tanah, penanaman, pemupukan, 
penyiangan tanaman penganggu, pengaturan air, pemberantasan 
hama/penyakit, dan perlakuan setelah panen.43 
2. Petani sebagai manajer 
           Peran penting petani dalam usaha tani yaitu sebagai manajer. Sebagai 
manajer petani menggunakan otak terutama dalam pengambilan 
keputusan atau pemilihan alternatif tanaman/ternak ikan yang akan 
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dibudidayakan.44 Keputusan-keputusan yang harus diambil petani 
mencangkup jenis tanaman atau varietes yang akan diterima, 
menggunakan pupuk atau tidak, memilih jenis ternak yang akan 
dipelihara, dan penentuan pembagian kerja untuk berbagai kegiatan, 
terutama pada saat semua kegiatan harus dilakukan pada saat yang 
sama. Kemampuan manajerial tersebut memberikan kemungkinan bagi 
mereka untuk membuat usaha taninya lebih produktif sehingga dapat 
meningkatkan manfaat dan penerimaan hasil usaha taninya.45 
3. Petani sebagai manusia biasa. 
           Petani berkedudukan sebagai manusia biasa yang memiliki peran 
dalam keluarga dan masyarakat seperti halnya manusia lainya. 
Keadaan petani sebagai manusia perorangan dalam masyarakat amat 
ditentukan oleh peran kongkrit petani sebagai penggarap tanah 
sekaligus sebagai menajer. Dengan pernyataan lain, keberhasilan 
petani sebagai manusia biasa amat ditentukan oleh keberhasilan petani 
yang berperan sebagai penggarap tanah dan manajer usaha tani yang 
digelutinya.46 Sebagai manusia, petani juga memerlukan komunikasi 
dengan manusia yang lain, baik itu dalam bentuk keluarga maupun 
masyarakat. Dengan berhubungan dengan orang lain, maka petani 
menjadi lebih mendapat banyak masukan tentang apa dan bagaimana 
 
44Andrianto,Pengantar Ilmu Pertanian hlm.39-40. 
 45Soetriono, dkk, Pengantar Ilmu Pertanian (Malang: Bayumedia Publising, 2006), 12- 13.  




pertanian yang baik dan optimal yang pada akhirnya hasil yang 






 PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI PERSPEKTIF  
 SIYASAH SYAR’IYYAH.              
 
A. Bentuk-Bentuk Pemberdayaan Masyarakat petani 
Pembangunan pertanian tidak terlepas dari peran serta masyarakat tani 
yang sekaligus merupakan pelaku pembangunan pertanian. Dengan peran 
yang sangat penting sebagai pemutar roda perekonomian negara, maka 
perlunya pemberdayaan masyarakat tani, sehingga petani mempunyai power 
yang mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Salah satu usaha 
pemerintah bersama petani dalam rangka membangun upaya kemandiriannya 
maka telah dibentuk kelompok-kelompok tani pedesaan. Dimana dalam 
kelompok tani dikelompokan kedalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) 
untuk memudahkan adanya penyaluran informasi, pelatihan yang tujuannya 
untuk meningkatkan kemandirian masyarakat.1  
Nabi Shalallahu alaihi wa sallam: 
نَِ اْليَدِ  لسُّْفلَى اَْليَدُِ اْلعُْليَا َخْيرِ  م    
Terjemahan: “Tangan yang diatas lebih baik daripada tangan di 
bawah” 
 
 1Sukino, Membangun Pertanian Dengan Pemberdayaan Masyarakat Tani (Yogyakarta: 




Makna dalil di atas, dijelaskan bahwa orang yang memberi lebih baik 
daripada orang yang menerima, karena pemberi berada di atas penerima, 
maka tangan dialah yang lebih tinggi sebagaimana yang disabdakan oleh 
Beliauِ shallallâhuِ ‘alaihiِ waِ sallam.” Dalam al-Qur’anِ jugaِ dijelaskanِ
tentang kemandirian, yaitu surah Ar-Rad ayat 11: 
ْنِ   نِْ يَدَْيهِ  بَْينِ  م   نِْ يَحِْفَُظْونَهِ   َخْلف هِ  َوم  ۗ ِا نِ  ّللٰا ِ ْمرِ  م  ب قَْومِ  َما يُغَي  رُِ َلِ ّللٰاَِ 
  ُمعَق  ٰبتِ 
نِْ ًءا فَلَِ َمَرد ِ لَهِ  َوَماۗ ِ لَُهمِْ م   ْمِ   َوا ذَا ِ اََرادَِ ّللٰاُِ  ب قَْومِ  ُسْوْۤ ه   يُغَيِ  ْوا َما ب اَْنفُس 
ىَحتِٰ  
ال  ِمْن  وَّ  دُْون هِ  
Terjemahan:ِ “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu 
mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya 
atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu 
kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri eka sendiri dan 
apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada 
yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain 
Dia”. 
 
Dari ayat di atas, dijelaskan bahwa, Allah tidak akan merubah nasib 
atau keadaan seseorang, jika dari dirinya sendiri tidak ada kemauan untuk 
merubahnya. Seseorang yang hidup dengan serba kekurangan tidak akan 




yang kuat untuk merubah keadaanya. Oleh sebab itu, diharapkan sikap 
kemandirian tertanam dan dimiliki oleh setiap orang. 
Berdasarkan beberapa teori di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 
kemandirian merupakan suatu kondisi dimana seseorang memiliki hasrat 
bersaing untuk maju demi kebaikan dirinya sendiri, mampu mengambil 
keputusan dan inisiatif untuk mengatasi masalah yang dihadapi, dan memiliki 
kepercayaan diri dan melaksanakan tugastugasnya, serta bertanggung jawab 
atas apa yang dilakukannya.  
Gapoktan dibentuk atas dasar (1) Kepentingan bersama antara 
anggota, (2) Berada pada kawasan usaha tani yang menjadi tanggung jawab 
bersama diantara anggota, (3) Mempunyai kader pengelolaan yang 
berdedikasi untuk menggerakkan petani,(4) Memiliki kader atau pimpinan 
yang diterima oleh petani lainnya, (5) Mempunyai kegiatan yang dapat 
dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar anggotanya, (6) Adanya dorongan 
atau manfaat dari tokoh masyarakat setempat.2 
Munculnya berbagai peluang dan hambatan sesuai dengan lingkungan 
sosial ekonomi setempat, membutuhkan adanya pengembangan kelompok tani 
ke dalam suatu organisasi yang jauh lebih besar. Beberapa kelompok tani 
bergabung ke dalam gabungan kelompok tani (Gapoktan). Penggabungan 
dalam gapoktan terutama dapat dilakukan oleh kelompok tani yang berada 
 
 2Sri Nuryanti dan Dewa K.S. Swastika “Peran  Kelompok Tani Dalam  Penerapan Teknologi 




dalam satu wilayah administrasi pemerintahan untuk menggalang kepentingan 
bersama secara kooperatif. Wilayah kerja gapoktan sedapat mungkin di 
wilayah administratif desa/kecamatan, tetapi sebaiknya tidak melewati batas 
wilayah kabupaten/kota. Penggabungan kelompok tani ke dalam gapoktan 
dilakukan agar kelompok tani dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, 
dalam penyediaan sarana produksi pertanian, permodalan, peningkatan atau 
perluasan usaha tani ke 12 sektor hulu dan hilir, pemasaran serta kerja sama 
dalam peningkatan posisi tawar.  Fungsi gapoktan antara lain:3 
1.  Merupakan satu kesatuan unit produksi untuk memenuhi kebutuhan 
pasar (kuantitas, kualitas, kontinuitas dan harga) 
2. Penyediaan saprotan (pupuk bersubsidi, benih bersertifikat, pestisida 
dan lainnya) serta menyalurkan kepada para petani melalui 
kelompoknya 
3. Penyediaan modal usaha dan menyalurkan secara kredit/ pinjaman 
kepada para petani yang memerlukan 
4. Melakukan proses pengolahan produk para anggota (penggilingan, 
grading, pengepakan dan lainnya) yang dapat meningkatkan nilai 
tambah 
5. Menyelenggarakan perdagangan, memasarkan/menjual produk petani 
kepada pedagang/industri hilir. 
 





Saat ini telah dibentuk kelembagan yang baru dengan harapan para 
petani mampu berperan aktif dalam berdirinya lembaga tersebut sehingga 
kehidupan petani dimasa yang akan datang dapat lebih baik lagi. 
Pembentukan dan pengembangan Gapoktan yang akan dibentuk di setiap 
desa, juga harus menggunakan basis sosial kapital setempat dengan prinsip 
kemandirian lokal, yang dicapai melalui prinsip keotonomian dan 
pemberdayaan. Ada dua kebijakan penting akhir-akhir ini, yaitu 
pencanangan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (RPPK). 
Undang Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan 
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.4 Undang-Undang ini merupakan 
impian lama kalangan penyuluhan yang sudah diwacanakan semenjak awal 
tahun 1980-an. Lahirnya UU ini dapat pula dimaknai sebagai upaya untuk 
mewujudkan revitalisasi pertanian tersebut. Pada kedua kebijakan tersebut, 
permasalahan kelembagaan tetap merupakan bagian yang esensial, baik 
kelembagaan di tingkat makro maupun di tingkat mikro. Di tingkat mikro, 
akan dibentuk beberapa lembaga baru, misalnya Pos Penyuluhan Desa dan 
Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). 
 




Membangun Gapoktan yang ideal diperlukan dukungan sumber daya 
manusia yang berkualitas melalui pembinaan yang berkelanjutan. Proses 
penumbuhan dan pengembangan Gapoktan yang kuat dan mandiri 
diharapkan secara langsung dapat menyelesaikan permasalahan petani, 
pembiayaan dan pemasaran. Berdasarkan Peraturan Mentri Pertanian No. 
273/KPTS/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan 
Petani, pembinaan kelompok tani diarahkan pada penerapan sistem 
agribisnis, peningkatan peran, peran serta petani dan anggota masyarakat 
pedesaan. Gapoktan merupakan kelembagaan ekonomi di pedesaan yang 
didalamnya bergabung kelompok-kelompok tani.5 Gapoktan sebagai aset 
kelembagaan dari Kementrian Pertanian diharapkan dapat dibina dan 
dikawal selamanya oleh seluruh komponen masyarakat pertanian mulai 
dari pusat, provinsi, kab/kota hingga kecamatan untuk dapat melayani 
seluruh kebutuhan petani dipedesaan. 
Dalam pemberdayaan masyarakat, kelompok menempati posisi yang 
sangatِ penting,ِ bahkanِ diharapkanِ menjadiِ “pemeranِ utama”ِ dalamِ
 
5Peraturan  Menteri  Pertanian Nomor : 273/Kpts/OT.160/4/2007  Tentang Pedoman 




pengembangan masyarakat. Menurut Soerjono kelompok dinilai sebagai 
bentuk pemberdayaan yang paling efektif karena melalui kelompok akan 
lebih mudah dalam mengubah pola tingkah laku individu-individu yang 
terikat dalam suatu kelompok dari pada secara individu. 
Kelompok-kelompok yang lebih kecil dapat bertindak secara lebih 
meyakinkan dan menggunakan sumber-sumber yang mereka miliki secara 
lebih efektif dari pada kelompok-kelompok yang lebih besar. Dalam 
kelompok, terutama kelompok kecil memiliki potensi yang dapat 
digunakan untuk membantu individu-individu, baik dalam memenuhi 
kebutuhan tertentu maupun dalam memecahkan masalah. 
B. Langkah-Langkah Pemberdayaan Masyarakat Petani 
Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk 
meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi 
sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan 
dan keterbelakangan. Pemberdayaan masyarakatat merupakan upaya untuk 
memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang 
mereka miliki.6 Dengan Pemberdayaan masyarakat memerlukan 
keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta 
 





berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan 
berbagai hasil yang dicapai. Pemberdayaan merupakan upaya 
meningkatkan harkat lapisan masyarakat dan pribadi manusia. Upaya ini 
meliputi (1) Mendorong, memotivasi, meningkatkan kesadaran akan 
potensinya menciptakan iklim atau suasana untuk berkembang. (2) 
Memperkuat daya, potensi yang dimiliki dengan langkah–langkah positif 
dalam memperkembangkannya. (3) Penyediaan berbagai masukan dan 
peningkatan taraf pendidik, derajat kesehatan, akses kepada modal, 
teknologi tepat guna, informasi, lapangan kerja dan pasar dan fasilitas–
fasilitas yang ada.  
Sejatinya bahwa upaya pemberdayaan juga dapat dilihat dari sisi 
keberadaannya sebagai suatu program ataupun suatu proses. Pemberdayaan 
suatu program, dimana pemberdayaan dilihat dari tahap-tahap kegiatan 
guna mencapai suatu tujuan, yang biasanya sudah ditentukan jangka 
waktunya. Sebagai suatu proses, pemberdayaan merupakan proses yang 
berkesinambungan sepanjang hidup seseorang. 
 Penetapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 
2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani  merupakan upaya 
perlindungan terhadap petani. Pemberdayaan petani didefinisikan dalam 
UU No. 19 Tahun 2013 dalam pasal 1 ayat 2 merupakan segala upaya 




yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, dan 
pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil 
pertanian, konsilidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan 
akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan 
kelembagaan petani. Petani perlu diberikan perlindungan serta 
pemberdayaan supaya petani memiliki kapasitas untuk terus tumbuh dan 
berkembang menjadi lebih sejahtera.7 
Kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang 
memiliki tujuan yang jelas dan harus dicapai, oleh sebab itu, setiap 
pelaksanaan pemberdayaan masyarakat perlu dilandasi dengan strategi 
kerja tertentu demi keberhasilannya untuk mencapai tujuan yang 
diinginkan. Dalam pengertian sehari-hari, strategi sering diartikan sebagai 
langkah-langkah atau tindakan tertentu yang dilaksanakan demi 
tercapainya suatu tujuan atau penerima manfaat yang dikehendaki.8 
Pemberdayaan masyarakat petani dapat dilakukan malalui 5 (lima) 
strategi pemberdayaan yaitu pemukiman, penguatan, perlindungan, 
penyokongan dan pemeliharaan.9 
 
7Dedeh Maryani ,Ruth Roselin E. Nainggolan , Pemberdayaan Masyarakat  (Yogyakarta:CV 
Budi Utama, 2019) hlm. 109  
8Totok Mardikanto dan Poerwako Soebianto, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif 
Kebijakan Publik (Bandung: Afabeta, 2012), hlm. 167. 
 9Totok Mardikanto dan Poerwako Soebianto, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif 




a. Pemukiman yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan 
potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus 
mampu membebaskan masyarakat miskin dari sekat-sekat kultural dan 
struktural yang menghambat. 
b. Penguatan yaitu melalui memperkuat pengetahuan dan kemampuan 
yang dimiliki masyarakat miskin dalam memecahkan masalah dan 
memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu 
menumbuh kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri 
masyarakat miskin yang menunjang kemandirian mereka. 
c. Perlindungan yaitu melindungi masyarakat terutama kelompok-
kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari 
terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara 
yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok 
kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada 
penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak 
menguntungkan rakyat kecil. 
d. Penyokongan atau memberikan bimbingan dan dukungan agar 
masyarakat miskin mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas 
kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat 
miskin agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin 




e. Pemeliharaan dalam arti memelihara kondisi yang kondusif agar tetap 
terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok 
dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan 
dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh 
kesempatan. 
     Kehidupan dan realitas dalam masyarakat sangat heterogen. Begitu 
pula dalam  masyarakat,  keragaman  karakter  akan  mempengaruhi 
terhadap  agen  pemberdayan  dalam  memilah  dan  memilih  cara  atau 
teknik pelaksanaan pemberdayaan. Pemilihan cara atau teknik ini tentu 
saja  akan  mempengaruhi  keberhasilan  proses  dan  hasil  dari  kegiatan 
pemberdayaan itu sendiri. Sebagaimana dikutip oleh Suharto,  Dubois dan  
Miley  menjelaskan  empat  cara  dalam  melakukan  pemberdayaan 
masyarakat, antara lain: 
a. Membangun  relasi  pertolongan  yang  diwujudkan  dalam  bentuk: 
merefleksikan  respon  rasa  empati  terhadap  sasaran,  menghargai 
pilihan  dan  hak  klien  atau  sasaran  untuk  menentukan  nasibnya 
sendiri,  menghargai  perbedaan  dan  keunikan  individu,  serta 
menekankan kerjasama klien. 
b. Membangun  komunikasi  yang  diwujudkan  dalam  bentuk 




individu,  berfokus  pada  klien,  serta  menjaga  kerahasiaan  yang 
dimiliki oleh klien atau sasaran. 
c.  Terlibat dalam pemecahan masalah yang dapat diwujudkan dalam 
bentuk: memperkuat partisipasi klien dalam semua aspek, proses 
pemecahan  masalah,  menghargai  hak-hak  klien,  merangkai 
tantangan-tantangan sebagai kesempatan belajar, serta melibatkan 
klien dalam membuat keputusan dan kegiatan evaluasinya. 
d. Merefleksikan  sikap  dan  nilai  profesi  pekerjaan  sosial  yang 
diwujudkan  dalam  bentuk:  ketaatan  terhadap  kode  etik  profesi; 
keterlibatan dalam pengembangan profesional, melakukan riset dan 
perumusan kebijakan; penerjemahan kesulitan-kesulitan pribadi ke 
dalam isu-isu publik, serta penghapusan segala bentuk diskriminasi 
dan ketidaksetaraan kesempatan. 
  Semua cara atau teknik diatas menunjukan perlunya menempat kan 
sasaran  pemberdayaan  sebagai  subjek  yang  memilki  keragaman 
karakter, potensi dan kebutuhan. Masalahnya adalah bagaimana ag;en 
pemberdayaan dapat membangkitkan kesadaran dan motivasi klien atau 
sasran  agar  mampu  mengali  potensi  diri  dan  lingkungannya  untuk 
berpartisipasi  aktif  dalam  meningkatkan  kualitas  kehidupannya 




Dengan demikian adanya langkah-langkah perlindungan dan 
pemberdayaan  masyarakat petani, dapat menunjukan seseorang itu berdaya 
atau tidak. Sehingga ketika sebuah program pemberdayaan itu diberikan, 
segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari 
sasaran perubahan (misalnya keluarga miskin) yang perlu dioptimalkan. 
Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan 
mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, dan kemampuan 










ANALISIS PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI  
PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH 
 
A. Peran Pemerintah  Terhadap Perlindungan dan Pemberdayaan Petani 
Sejalan dengan reformasi  perhatian pemerintah pada sektor  pertanian, 
menjadi prioritas utama dalam pembangunan sekarang ini disebabkan karena 
semakin tingginya harga hasil pertanian di seluruh Indonesia yang tidak 
dibarengi dengan pengetahuan para petani mulai dari pruduksi sampai pada 
pasca produksi , di samping itu mahalnya harga hasil pertanian tersebut di 
pasaran, kurangnya modal yang di miliki diyakini akibat lemahnya 
perlindungan pemerintah terhadap petani. Hal ini disebabkan, lambatnya 
pemerintah dan DPR dalam menyelesaikan RUU Perlindungan dan 
Pemberdayaan Petani. 
Untuk menjalankan tugas negara sehari-hari, maka dibentuklah 
pemerintah. Pemerintah sebagai personifikasi negara berupaya sedapat 
mungkin untuk mewujudkan tugas dan tujuan negara menjadi kenyataan dan 
sebagai personifikasi atau alat pemerintah adalah birokrasi pemerintah 
sebagai pelaksana jabatan karier. 
Menurut Haboddin, Pemerintahan adalah solusi karena eksistensi 
pemerintah selalu dibutuhkan oleh masyarkat. Bagi negara-negara sosialis 




menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, pensiunan, pertumbuhan 
ekonomi, pembangunan sosial, hingga menjamin ketertibatan dan keamanan. 
Dengan kata lain, banyaknya tugas dan fungsi pemerintahan ini tidak bisa 
digantikan oleh institusi apapun, termasuk pasar dan masyarakat sipil.1 
Peran Pemerintah dalam pelaksanaan pemberdayaan petani yang telah 
tersalurkan di masyarakat masih mengalami permasalahan yang begitu 
kompleks di lapangan. Hal ini dapat dilihat bahwa harapan dan kenyataan 
jauh berbanding terbalik apa yang diharapkan petani dengan bantuan yang 
diberikan pemerintah. Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat seharunya 
mampu berperan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) 
terutama dalam membentuk dan merubah perilaku masyarakat untuk 
mencapai tarap hidup yang lebih berkualitas. Hal ini dapat dilihat dari 
pencapaian tujuan pemberdayaan petani yang belum memuaskan, 
pencapaian tujuan pemerintah diharapkan mampu mengangkat tingkat 
kesejahteraan petani. 
Peranan pemerintah daerah dalam memberdayaakan masyarakat yaitu 
terbagi menjadi empat peran yaitu:2 
a. Peran pemerintah sebagai Regulator, yaitu pemerintah menyiapkan 
arah untuk menyeimbangkan penyelenggraan pembangunan 
 
1 Fathur Rahman,” Teori Pemerintahan” (Malang, UB Press,2018) hlm. 3 
       2Riska Firdaus “Peran  Pemerintah  Daerah  Sebagai Regulator,, Dinamisator, Fasilitator, Dan 






(menerbitkan peraturan peraturan dalam rangka efektivitas dan tertib 
administrasi pembangunan). 
b. Peran pemerintah sebagai Dinamisator, yaitu pemerintah 
menggerakkan partisipasi multi pihak (mendorong dan memelihara 
dinamika pembangunan  daerah) 
c. Peran pemerintah sebagai Fasilitator, yaitu menciptakan kondisi yang 
kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjebatani kepentingan 
sebagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah). 
d. Peran pemerintah sebagai Katalisator, yaitu pemerintah berposisi 
sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi daerah dan 
negara yang kemudian bisa menjadi model sosial untuk pembangunan 
partisipasi. 
  Salah satu contoh Peranan  pemerintah daerah  terhadap  masyarakat  
di  Desa  Salemba  sangat  besar.Terbukti  dengan  adanya  peningkatan  
infrastruktur serta pendidikan dan   mata pencaharian  masyarakat.  Peran  
pemerintah daerah  terhadap  pertanian  Desa Salemba sangat  membantu  
masyarakat  untuk  dapat  mengembangkan  potensi  sumberdaya yang  
ada.  Bantuan  yang  berasal  dari  pemerintah  berawal  dari  musyawarah 
masyarakat Desa Salemba  yang mengajarkan permintaan melalui 
Kelompok Tani. Hal  yang  membuat  pertanian  di  Desa  Salemba 




Penyuluhan  ini  bertujuan  untuk meningkatkan  kualitas  sumber  daya  
manusia  yang  ada  di  Desa  Selemba. Meningkatnya pola pikir petani 
dalam melakukan pekerjaannya dibidang pertanian membuat semakin maju 
kualitas hasil produksi. Terbukti dengan adanya rancangan-rancangan dan  
bantuan-bantuan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  untuk mensejahterkan  
masyarakat.  Peran  pemerintah  dalam  pemerataan  ekonomi  masih 
dilakukan sampai saat ini. Kebijakan Pemerintah  Kabupaten  Bulukumba  
dalam  memperdayakan Kelompok  Tani  Sapaya  di Desa  Salemba yang  
dinaungi  oleh  Dinas  Pertanian diantaranya dengan pemberian bantuan 
dan memfasilitasi sarana dan prasana, juga sebagai kepanjangan  tangan  
pemerintah  dalam  membina  dan  mengarahkan  bagi Kelompok Tani 
Sapaya dalam berbagai bidang. 
Keberhasilan program dan kegiatan tidak terlepas dari dukungan 
dana, ketersediaan aparat teknis dan non-teknis, serta sarana prasarana 
pendukung pelaksanaan kegiatan. Peran aparatur tingkat daerah perlu 
dibangun melalui peningkatan kapasitas atau kemampuan pemahaman 
semenjak produksi hingga pasca produksi hasil pertanian. Disamping itu, 
alokasi sumber dana yang mendukung terjaminnya sarana prasarana 
penunjang kegiatan pertanian diduga tidak sesuai dengan harapan dan 
kebutuhan. Sektor pertanian baik formal maupun informal khususnya di 




meningkatkan kualitas sumber daya manusia, peningkatan produksi dan 
pendapatan serta kesejahteraan petani. Namun kinerjanya belum optimal 
yang dicirikan oleh masih sulitnya akses petani terhadap pelayanan 
lembaga-lembaga yang ada termasuk akses pemasaran. Akibatnya 
produktivitas pertanian dan pendapatan petani relatif masih rendah. Untuk 
meningkatkan peran sektor pertanian maka diperlukan pembinaan oleh 
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah namun tanpa harus 
menciptakan kebergantungan pada pemerintah. Untuk dapat mendorong 
kinerja sektor pertanian, pemerintah daerah diharapkan mampu 
meningkatkan kemampuan atau kapasitas berbagai sumber daya yang 
dimiliki. 
 
B.  Analisis Siyasah Syar’iyah Terhadap Perlindungan dan Pemberdayaan 
Petani 
 Islam mengatur secara jelas dan tegas bahwa siapapun harus 
bersikap adil dan tidak boleh sewenang-wenang, dalam hal ini Pemerintah 
pusat maupun  Daerah selaku pembuat peraturan harus menjalankan 
semua peraturan-peraturan yang sudah dibuat yaitu salah satunya 
Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan 
pemberdayaan petani yang mana di dalamnya sudah diatur tata cara 




kepastian hukum terhadap semua warga baik yang ada di perkotaan 
maupun pedesaan agar semua merasakan  kebijakan yang dibuat oleh 
pemerintah. 
Islam memberikan jaminan perlindungan hak untuk setiap individu. 
Apabila terjadi pelanggaran hak maka pemilik atau penerima hak dapat 
menuntut ganti rugi dan pemerintah juga dapat memaksa pihak tertentu 
untuk memenuhi hak orang lain jika terjadi suatu perselisihan dalam 
pemenuhan hak. Perlindungan hak dalam Islam merupakan implementasi 
dari prinsip keadilan. Oleh karena itu, diperlukannya suatu kekuasaan 
untuk menjamin terlindunginya hak agar pelanggaran terhadap hak orang 
lain tidak berkembang Penggunaan.3 Di dalam mengatur seluruh alam 
semesta ini Allah SWT senantiasa menggunakan prinisp keadilan dan 
keseimbangan. hanya dari keadilan dan keseimbangan Allah lah yang 
benar-benar sempurna dan benar, sehingga manusia atau makhluk lain 
pun tidak ada yang bisa menyaingi keadilan dan keseimbangan tersebut. 
Untuk itu, Allah memberikan pengajaran dan memberikan informasinya 
lewat Al-Quran dan diturunkannya nabi di muka bumi dalam bidang 
apapun termasuk tentang pertanian. 
Islam mengatur secara jelas dan tegas bahwa siapun harus bersikap 
adil dan tidak boleh sewenang wenang, dalam hal ini Pemerintah adalah 
 





mereka yang diisyaratkan oleh Al-Qur’an sebagai ulu al –Amr atau ma 
yang memerintahkan dan harus ditaati karena mereka terdiri dari orang-
orang yang terpilih dan memenuhi syarat-syarat komplementer, seperti 
amanah, keberanian,kekuatan, berakal sehat, dan berilmu pengetahuan.4 
Pemerintah pusat maupun Daerah selaku pembuat peraturan harus 
menjalankan semua peraturan-peraturan yang sudah dibuat yaitu salah 
satunya Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan 
pemberdayaan petani. Selain itu juga pemerintah harus memberi 
kepastian hukum terhadap semua warga baik yang ada di perkotaan 
maupun pedesaan agar semua merasakan semua kebijakan yang dibuat 
oleh Pemerintah. 
Dalam sebuah lingkungan pekerjaan hubungan kerja antara 
pemerintah dan buruh dalam hal ini petani harus dijaga dengan baik. 
Karena jika diantara pemerintah dan buruh tidak terjalin dengan baik 
maka akan terjadi konflik dalam sebuah hubungan pekerjaan. Islam 
menghubungkan keduanya dalam jalinan persahabatan dan persaudaraan, 
dengan cara tersebut maka tidak akan terjadi benturan dalam kepentingan 
masing-masing. Di dalam sebuah lingkungan pekerjaan maka sangat 
dibutuhkan adanya rasa saling percaya, niat yang baik dan menghormati 
hak-hak orang lain. Sesungguhnya puncak dari jaminan sosial adalah 
 
       4Usman, “Kekuasaaan Dalam Tradisi Pemikiran Politik Islam (Refleksi Atas Pemikiran Politik 




tanggung jawab Negara dalam menjamin sarana-sarana kehidupan dan 
peristirahatan bagi warga negaranya serta menciptakan cara-cara untuk 
melindungi mereka yang memerlukannya. Dengan adanya kepastian 
hukum dalam melindungi petani, al-Qur’an memerintahkan kepada 
seseorang atau bahkan pemerintah untuk membayar para pekerja dengan 
bagian yang seharusnya mereka terima sesuai kerja mereka, dan pada saat 
yang sama dia telah menyelamatkan kepentingannya sendiri dan 
masyarakat. Prinsip tersebut tercantum dalam QS. Al Jaatsiyah ayat 22 
sebagai berikut: 
 
بِاْلَحق ِ  َوِلتُْجٰزى ُكل   نَْفس    بَِما َوَخلَقَ  ّللٰاُ  السَّٰمٰوتِ  َواْْلَرْ  ضَ    
مْ َوهُ  َْل  يُْظلَُمْونَ    َكَسبَتْ  
 
 Terjemahan: “Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan 
yang benar dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa 
yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan” 
Dalam ayat diatas tidak yang secara khusus menjelaskan 
perlindungan terhadap petani akan tetapi ayat diatas menejelaskan 
bagaimana dalam pekerjaan apapun tidak ada pihak yang dirugikan, 
dalam hal ini pemerintah yang bekerja untuk membuat peraturan 
khususnya dalam perlindungan dan pemberdayaan petani yaitu Undang-




petani harusnya dijalankan sesuai semestinya yaitu bantuan bantuan 
pertanian dan cara memberdayakannya juga harus dilaksanakan apabila 
itu tidak sepenuhnya dijalankan maka pihak yang akan dirugikan adalah 
masyarakat. 
Menurut Imam Nawawi, pemimpin atau pemerintah ialah orang atau 
instansi yang disiplin, dapat menjaga, dan dipercaya mengenai segala hal 
yang menjadi tanggung jawabnya. Mereka diminta untuk dapat bertindak 
adil dan memberikan nasihat kepada masyarakatnya serta mewujudkan 
kemaslahatan yang berkitan dengan dunia maupun agama. Dalam kaidah 
tersebut, pemerintah memiliki tugas guna mengawasi rakyat dalam 
menjalankan atau memberikan pengaturan berupa kebijakan dan tindakan 
dalam berbagai urusan-urusan yang berhubungan dengan rakyat dan 
negara.5  Pemerintah, dalam hal menjalankan tugas kenegaraannya yakni 
berupa kebijakan, pengurusan, pengawasan, pengaturan, serta 
pengelolaan. Terkait dengan kebijakan, kebijakan yang diambil 
pemerintah semestinya dapat memberikan dampak positif atau 
kemaslahatan bagi warga masyarakatnya, hal ini sebagaimana dinyatakan 
dalam kaidah Fiqh sebagai berikut: 
َمِام َعلَى  الرَّ  اِعيَّةِ  َمنُْوط   بِا ْلَمْصلََحةِ  فُ  اْْلِ تََصر   
 
       5Abbas Arfan, 99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah Tipologi Dan Penerapannya Dalam Ekonomi 




     Terjemahan: “kebijakan (pemimpin) atas rakyatnya harus berdasarkan 
pada     kemaslahatan” 
    Dalam kaidah diatas menjelaskan bahwa kebijakan yang 
ditetapkan pemerintah atau pemimpin tidak boleh mengabaikan 
kemaslahatan masyarakat. Pemerintah juga sebagai penguasa tidak boleh 
memetingkan diri sendiri dan mengesampingkan kepentingan 
masyarakatnya. Peraturan Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang 
perlindungan dan pemberdayaan petani ini sebenarnya sudah sangat 
bagus untuk kemajuan petani dimana didalamnya memuat peraturan 
tentang perlindungan terhadap petani dan juga pemberdayaan terhadap 
petani. 
Jika dikaitkan dengan perlindungan dan pemberdayaan petani 
seharusnya kebijakan-kebijakan yang merugikan petani harus dievaluasi 
dan diubah agar antara pemerintah dan petani tidak ada yang saling 
dirugikan. Dan dalam hal ini pemerintah juga harus menjalan amanahnya 
dan bersikap adil. Sesuai dengan apa yang tertera di dalam Al-Qur’an 
surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi: 
 
َواِذَا َحَكْمتُمْ   بَْينَ  ى اَْهِلَها   
تَُؤد   وا اْْلَٰمٰنتِ  اِٰلٰٓ ّللٰاَ  يَأْ  ُمُرُكمْ  اَنْ    اِنَّ  
ا يَِعُظُكمْ  بِه     النَّاِس  اَنْ  تَْحُكُموْ  ْوا  بِا  ْلعَدْلِ  اِنَّ  ّللٰاَ  نِِعمَّ  




      Terjemahan: “ Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat 
kepada   yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan 
hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. 
Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. 
Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” 
  Ayat diatas menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah 
memerintahkan kepada segenap manusia apabila diberikan amanat maka 
harus disampaikan kepada yang berhak menerimanya dan memerintahkan 
bersikap adil kepada siapapun. Jika dikaitkan dengan permasalahan 
penulis maka dalam hal ini pemerintah selaku pemegang amanat Undang-
Undang wajib memberikan bantuan sepenuhnya kepada petani, berupa 
alat alat pertanian,pupuk,bantuan bibit, sarana dan prasarana, pelatihan 
atau penyuluhan, pendidikan tentang pertanian dan apa saja yang 
dibutukan oleh para petani sesuai dengan peraturan Undang-Undang No. 
19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Jika tidak 
maka pemerintah telah berlaku dzolim kepada rakyatnya dan tidak 
memegang prinsip keadilan dalam islam dan pemerintah wajib agar 
menjalankan amanat kepemimpinan yang diemban dengan sebaik-
baiknya dan menetapkan hukum dengan seadil-adilnya diantara yang 
paling penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah agar hubungan 
mereka dengan rakyat senantiasa berjalan dengan baik ialah yang berlaku 










        Dari pembahasan yang telah dibahas, dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Salah satu usaha pemerintah bersama petani dalam rangka membangun 
upaya kemandiriannya maka telah dibentuk kelompok-kelompok tani 
pedesaan. Dimana dalam kelompok tani dikelompokan kedalam 
Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) untuk memudahkan adanya 
penyaluran informasi, dan pelatihan yang tujuannya untuk meningkatkan 
kemandirian masyarakat. Dalam pemberdayaan masyarakat, kelompok 
menempati posisi yang sangat penting, bahkan diharapkan menjadi 
“pemeran utama” dalam pengembangan masyarakat. kelompok dinilai 
sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif  karena melalui 
kelompok akan lebih mudah dalam mengubah pola tingkah laku individu-
individu yang terikat dalam suatu kelompok dari pada secara individu. 
2. Langkah-langkah Pemberdayaan masyarakat petani dapat dilakukan 
melalui 5 (lima) pemberdayaan yaitu pemukiman, penguatan, 
perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan. Dengan adanya langkah-
langkah perlindungan dan pemberdayaan dapat menunjukkan seseorang 




itu diberikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan (misalnya 
keluarga miskin) yang dapat dioptimalkan. Keberhasilan pemberdayaan 
masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut 
kemampuan ekonomi dan kemampuan mengakses kemanfaatan 
kesejahteraan. 
3. Perihal Perlindungan dan Pemberdayaan Petani perspektif siyasah 
syar’iyah, pemimpin atau pemerintah diminta untuk dapat bertindak adil 
dan memberikan nasihat kepada masyarakatnya serta mewujudkan 
kemaslahatan yang berkitan dengan dunia maupun agama. Dalam 
pemerintah memiliki tugas guna mengawasi rakyat dalam menjalankan 
atau memberikan pengaturan berupa kebijakan dan tindakan dalam 
berbagai urusan-urusan yang berhubungan dengan rakyat dan negara. 
Implikasi 
             Dengan adanya  penelitian  terhadap perlindungan dan pemberdayaan 
petani adalah bahwa program yang diselenggarakan oleh pemerintah belum 
mencapai target mensejahterakan petani, untuk itu harus ada solusi lebih 
lanjut agar bantuan tersebut bisa dirasakan oleh para petani. Dalam hal ini 
pemerintah dapat bertindak adil dan memberikan nasihat kepada 
masyarakatnya serta mewujudkan kemaslahatan yang berkitan dengan dunia 
maupun agama Dan  pemerintah selaku pemegang amanat Undang-Undang 




pertanian, pupuk, bantuan bibit, sarana dan prasarana, pelatihan atau 
penyuluhan, pendidikan tentang pertanian dan apa saja yang dibutukan oleh 
para petani. Diantara yang paling penting yang harus diperhatikan oleh sarana 
produksi bagi penerima bantuan pemerintah dapat berjalan secara efektif dan 
efesien, dan untuk memudahkan koordinasi, pembinaan dan pengawasan 
dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan bantuan 
secara terstruktur dan terintregasi mulai dari tingkat pusat, provinsi, 
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